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MOTTO
“Siapapun bisa menghadapi kemenangan tapi hanya orang hebatlah yang bisa menghadapi kekalahan."

ABSTRAK

     Masalah stunting menimbulkan tantangan tersendiri, dalam pemerintahan di Kabupaten Tegal.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, menguraikan,  kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penanggulangan stunting di kabupaten tegal. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menjelaskan unsur-unsur yang mendukung dan menghambat Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal tentang Penanggulangan Stunting .

. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus kualitatif. Penelitian ini melibatkan dua kategori data yang berkaitan dengan perolehan informasi dari orang dan objek. Data tersebut dikategorikan menjadi dua segmen: data sekunder dan data utama.Teknis pengeumpulan data dengan wawancara. 
Hasil penelitian menujukkan bahwa Kebijakan penanganan stunting sesuaidengan teori Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat  mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi,yaitu:Comunication/komunikasi, Resources/sumber daya, Disposition/disposisi, Bureaucratic Structure/struktur birokrasi.  Komunikasi pemerintah kabupaten tegal  terhadap  penangaan stunting selain mengarahkan kepada dinas-dinas terkait seperti pemerintahan  Kabupaten Tegal juga mengarahkan organisasi Fatayat Kabupaten Tegal untuk berperan dalam  menagani stunting. dalam aspek sumber daya pemerintahan kabupaten tegal meastikan bahwa pegawai yang bekerja menangani stunting adalah pegawai yang memiliki kompetensi. Sumber daya dalam penangan stunting di Kabupaten Tegal yaitu dengan menyediakan pegawai pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya dan sumber daya financial yang cukup. dalam penanganan stunting tidak terlepas dari aspek disposisi, Implementasi kebijakan ini yaitu menunjukkan kemampuan pemerintah kabupaten tegal mengatur perangakat OPD dalam menggerakkan semua komponen dalam menangani stunting. Dalam penerapan kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Tegal pada pemerintahan  priode 2018-2023, terdapat berbagai hambatan signifikan yang mengganggu efektivitas pelaksanaan. Rendahnya kesadaran masyarakat dan stigma sosial menyebabkan keterbatasan dalam deteksi dan penanganan dini stunting, sementara kurangnya tenaga medis spesialis serta ketidakoptimalan koordinasi antar sektor memperburuk situasi. Keterbatasan anggaran, dan data yang tidak konsisten.
Kata Kunci: implementasi kebijakan dan Stunting
ABSTRACT
The problem of stunting poses its own challenges in the government in Tegal Regency. This research aims to find out, study, describe the policies of the Tegal Regency Government in overcoming stunting in Tegal Regency. Identify, evaluate and explain the elements that support and hinder the Tegal Regency Government Policy regarding Stunting Reduction
This research uses a qualitative case study methodology. This research involves two categories of data related to obtaining information from people and objects. The data is categorized into two segments: secondary data and main data. Data collection techniques are through interviews.

The research results show that the policy for handling stunting is in accordance with Edward III's theory, stating several things that can influence the success of an implementation, namely: Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.  Tegal district government's communication regarding handling stunting, apart from directing related agencies such as the Tegal Regency government, also directs the Tegal Regency Fatayat organization to play a role in handling stunting. In the resource aspect, the Tegal district government ensures that employees working to deal with stunting are competent employees. Resources for handling stunting in Tegal Regency include providing employees who have competence in their fields and sufficient financial resources. In handling stunting, it cannot be separated from the disposition aspect. The implementation of this policy shows the ability of the Tegal district government to regulate OPD equipment in mobilizing all components in dealing with stunting. In implementing the stunting handling policy in Tegal Regency during the 2018-2023 government period, there were various significant obstacles that disrupted the effectiveness of implementation. Low public awareness and social stigma cause limitations in early detection and treatment of stunting, while a lack of specialist medical personnel and suboptimal coordination between sectors worsen the situation. Budget limitations, and inconsistent data
Keywords: policy implementation and stunting
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BAB I
PENDAHULUAN

A.
Latar Belakang

Sektor kesehatan merupakan salah satu isu publik yang sangat penting bagi inisiatif pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kapasitas hidup sehat bagi semua individu guna mencapai hasil kesehatan masyarakat yang optimal. Stunting merupakan masalah kesehatan global yang memerlukan perhatian segera. Menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 149 juta (22%) anak di seluruh dunia menderita stunting, termasuk 6,3 juta balita stunting di Indonesia. Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) mengaitkan stunting dengan kekurangan gizi pada anak-anak selama dua tahun pertama, kekurangan gizi ibu selama kehamilan, dan sanitasi yang tidak memadai (Vasera & Kurniawan, 2023).
Masalah stunting menimbulkan tantangan tersendiri, terutama di negara-negara berkembang dan miskin. stunting mengacu pada suatu kondisi yang ditandai dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan, yang menyebabkan pola pertumbuhan linier atipikal pada anak kecil. Kondisi ini timbul akibat kekurangan nutrisi, dimulai sejak masa kehamilan hingga anak mencapai usia 24 bulan. Malnutrisi yang dialami selama masa kanak-kanak dapat memiliki efek merugikan pada perkembangan fisik, menyebabkan peningkatan morbiditas, gangguan perkembangan kognitif, dan bahkan kematian. Balita yang kekurangan gizi menghadapi konsekuensi potensial seperti berkurangnya kapasitas kognitif, berkurangnya produktivitas, dan kemungkinan peningkatan penyakit degeneratif di masa depan.

Terjadinya stunting pada balita merupakan akibat dari kekurangan gizi yang berkepanjangan. Malnutrisi kronis selama 1000 hari pertama setelah kelahiran, seperti yang ditunjukkan oleh HPK akronim. Penilaian maturasi tubuh akan terlihat jelas pada usia dua tahun, dan maturasi ini juga berdampak pada kemampuan kognitif anak. Selama 1000 hari sejak konsepsi sampai dengan ulang tahun kedua anak (disebut dengan masa 1000 HPK), asupan gizi yang diterima janin dalam kandungan dan selama menyusui memiliki dampak yang langgeng pada perkembangan individu hingga dewasa. Memastikan nutrisi yang cukup selama masa kritis ini dapat membantu mencegah stunting (Yuliana & Hakim, 2019).

Pelaksanaan pencegahan dan penanganan stunting secara nasional diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanganan Masalah Gizi Anak Akibat Penyakit. Menurut Pasal 8, tanggung jawab pencegahan stunting pada anak ada pada puskesmas. Selain itu, regulasi yang mengatur hal tersebut antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 yang mengatur tentang pedoman integrasi pelayanan dasar di Posyandu. Selanjutnya, Peraturan (Permenkes)  nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), sedangkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 13 Tahun 2020 mengatur prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2021. Selain itu, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa desa wajib mendukung kegiatan pembangunan yang merupakan program prioritas nasional. Dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dan kader setempat untuk mengatasi stunting, strategi yang dikenal sebagai pencegahan stunting terpadu dan berbasis masyarakat dilaksanakan di tingkat desa melalui program yang disebut Rumoh Gizi Gampong (RGG).
Salah satu daerah yang menjadi sorotan dalam isu stunting ini adalah Kabupaten Tegal. Meski telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan dalam penanganan stunting, prevalensi stunting di Kabupaten Tegal masih cukup tinggi seperti yanng di paparkan . Hal ini menunjukkan bahwa ada tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.

Gambar 1.1
Perbandingan Prelevansi Stunting Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal 2023
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Sumber: Olahan Penulis, 2024

Data diatas menunjukkan perbandingan prelevansi nasional, provinsi dan kabupaten Tegal tahun 2023, Dimana angka prelevansi stunting Kabupaten Tegal yang masih tinggi yaitu 22,3, angka tersebut masih melebihi rata rata-rata prelevansi jawa Tengah yang berada di angka 20,8 dan nasional di angka 21,6. Hal ini menjadi salah satu masalah berkelanjutan apabila tidak adanya kebijakan daerah dalam upaya transformasi penurunan angka stunting di Kabupaten Tegal. 
Sesuai Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2023 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting, pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku dalam konteks ini dilakukan secara kolaboratif oleh Pemerintah Daerah melalui: 

1. Perangkat Daerah terkait; 

2. Instansi Vertikal di Daerah; 

3. Instansi/perusahaan swasta; 

4. Media massa baik cetak maupun elektronik/daring; 

5. Akademisi; 

6. Kelompok masyarakat; 

7. Pemerintah Kabupaten; 

8. Pemerintah Kecamatan; dan/atau 

9. Pemerintah Desa.
Kebijakan tersebut mengisyaratkan bahwa penanganan stunting harus dilaksanakan secara Kerjasama / kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Tata Kelola perlu dilakukan guna menekan prelevansi stunting di kota tegal dengan melibatkan stakeholders terkait. Pendekatan kolaboratif ini menekankan kerjasama, tanggung jawab bersama, dan inklusivitas guna menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan terhadap masalah-masalah publik.
Meskipun telah dilakukan upaya oleh pemerintah Kabupaten Tegal, namun keberlanjutan, efektivitas, dan dampak nyata dari kebijakan-kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh. Periode kepemimpinan  Umi Azizah menandai komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan stunting, dan oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal dalam penanganan stunting selama periode tersebut. 
Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi sejauh mana kebijakan-kebijakan pemerintah daerah mampu menangani stunting, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, dan mengevaluasi tingkat partisipasi serta keterlibatan stakeholder terkait. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki, mengoptimalkan, dan mengarahkan kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Tegal. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan, serta memberikan kontribusi pada pemahaman lebih mendalam terkait upaya pemerintah daerah dalam mengatasi stunting sebagai salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang mendesak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal dalam penanganan stunting. Penelitian ini akan membahas berbagai aspek, mulai dari perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi dan dampak dari kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mencoba untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Tegal dan stakeholder terkait dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan penanganan stunting di masa yang akan datang. 
B.
Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang “implementasi kebijakan penangan stunting (Studi Kasus Pemerintahan kabupaten tegal Periode 2018-2023)” maka peneliti merumuskan masalah berikut ini:
1. Bagaimana implementasi  Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam Penanganan Stunting ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam Penanganan Stunting ?
C.
Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam Penanganan Stunting .
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam Penanganan Stunting pada Pemerintahan.
D.
Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini semoga bermanfaat dan memberi kontribusi secara ilmiah terhadap angka penurunan stunting di Indonesia dan di Kabupaten Tegal pada khususnya.

b. Hasil penelitian dapat di jadikan gambaran literatur dalam studi penelitian tentang kebijakan penanganan stunting.
2. Manfaat praktis 

a. Hasil Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Tegal dalam penurunan stunting..

b. Hasil Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penurunan stunting.
c. Hasil penelitian ini dapat menjadi persyaratan untuk meraih gelar sarjana ilmu politik.
E.
Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian literatur untuk mengklasifikasikan sumber data ke dalam kerangka kerja yang disusun dan mengkategorikan data umum yang diulas dalam penelitian. Penulis mencoba mengumpulkan informasi dari penelitian sebelumnya. Penelitian mengenai implementasi kebijakan penanganan stunting ini sudah banyak yang meneliti dari beberapa ahli, antara lain:

Pertama, Penelitian dari Putri Wididiati., (2022) dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek)”. Penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur merupakan amanat dari Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penurunan Stunting. Jumlah balita stunting yang cukup tinggi membuahkan lokus desa stunting yang ditetapkan berdasarkan jumlah balita stunting. Desa Lenek Duren menjadi salah satu desa lokus sebagai prioritas penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur. Implementasi kebijakan penanganan stunting telah dilakukan melalui berbagai upaya namun angka stunting masih cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penanganan stunting dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif

dengan sumber data diperoleh melalui sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terkait permasalahan stunting di Kab. Lombok Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur dengan lokus desa Lenek Duren telah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program dan pendanaannya. Faktor- faktor yang menghambat implementasi kebijakan ini yaitu kapasitas SDM dan kualitas kader, komunikasi, disposisi, kapasitas kebijakan dalam membangun proses implementasi serta terdapat variabel lingkungannya. Peneliti menyarankan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, membangun komunikasi, dan membangun infrastruktur yang memadai bagi masyarakat.

Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan, dimana teori yang digunakan teori kesehatan, sedangkan teori yang digunakan sekarang adalah teori kebijakan menurut Edward III. Persamaannya yaitu pada pembahasan stunting.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Maysara Edriani (2023) dengan judul “Implementasi Kebijakan Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Upt Puskesmas Terjun Kota Medan”. Permasalahan balita pendek (stunting) merupakan salah satu masalah gizi yang serius,khususnya terutama di negara- negara miskin dan berkembang. Perkembangan yang lambat adalah retardasi pertumbuhan menyebabkan gangguan pertumbuhan linier pada balita karena akumulasi nutrisi yang tidak memadai dalam jangka waktu yang lama, mulai dari kehamilan sampai 24 bulan. Mal nutrisi selama pertumbuhan perkembangan anak sejak usia dini akan menghambat perkembangan fisik, meningkat menyakitkan, mengganggu perkembangan mental anak bahkan menyebabkan kematian. Data dari wilayah kerja UPT.Puskesmas Terjun Kota Medan terdapat 34 kasus stunting berdasarkan setiap masing-masing kelurahan yang direkap datanya oleh wilayah kerja UPT. Puskesmas Terjun Kota Medan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam percepatan penurunan stunting di UPT Puskesmas Terjun Kota Medan.Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus (case study) dengan melakukan wawancara mendalam yang menggunakan pedoman kebijakan percepatan penurunan stunting, Lokasi dalam penelitian ini di UPT.Puskesmas Terjun Kota Medan dan waktu penelitian ini dilakukan mulai Februari 2023 sampai dengan Juni 2023, Penentuan informan dalam penelitian kualitatif ini dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dan kesimpulan penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan dalam percepatan penurunan stunting di UPT. Puskesmas Terjun sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2020 tentang penurunan stunting. Akan tetapi masih adanya hambatan dari sumber daya, sarana dan prasarana serta lingkungan dalam kebijakan tersebut sehingga dapat membuat pelaksanaan belum berjalan secara optimal.
Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan, dimana teori yang digunakan teori kesehatan, sedangkan teori yang digunakan sekarang adalah teori kebijakan menurut Edward III. Persamaannya yaitu pada pembahasan stunting.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Yunus (2021) dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Stunting Di Puskesmas Antang Kota Makassar” Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2019 jumlah balita yang mengalami stunting di kota Makassar sebanyak 8.61%. Puskesmas Antang memiliki prevelensi stunting sebanyak 7,36. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi terkait kebijakan stunting di Puskesmas Antang Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dekskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di puskesmas Antang Kota Makassar sudah berjalan dengan baik, puskesmas Antang sendiri sudah melaksanakan program penurunan stunting. Pihak puskesmas juga aktif melakukan penyuluhan ke rumah-rumah lokasi intervensi stunting dalam upaya penurunan stunting di Kota Makassar, hanya saja kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pola hidup sehat yang meliputi kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan asupan makanan bergizi dalam upaya penurunan stunting. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi masih belum maksimal dalam mensosialisasikan ke masyarakat sehingga masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara penurunan stunting. Diharapkan kepada pihak puskesmas Antang Kota Makassar untuk lebih meningkatkan pemahaman kepada kader dan dilatih dengan yang ahli disetiap pelatihannya.

Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan, dimana teori yang digunakan teori kesehatan, sedangkan teori yang digunakan sekarang adalah teori kebijakan menurut Edward III. Persamaannya yaitu pada pembahasan stunting.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Anggara Setya Saputra (2022) dengan judul “ Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga” Stunting merupakan masalah penting bagi pemerintah yang perlu ditangani mulai dari tingkat lokal, regional, hingga nasional. Salah satu daerah yang memiliki kecenderungan komitmen yang tinggi dalam upaya mengatasi dan mengurangi stunting saat ini adalah Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka memerangi dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan dilakukan dari sisi aturan, pihakpihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, organisasi pelaksana kebijakan dan analisis lingkungan yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini mencoba melihat proses implementasi kebijakan dari sisi buttom up dimana peran masyarakat dan kelompok organisasi terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan penanggulangan stunting di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber informan, teknik triangulasi data, dan teknik analisis data. Kemampuan mencocokkan data menggunakan teknik pengambilan sampel menjadi fokus utama penelitian ini. Hasil penelitian dilihat dari temuan
studi ini didasarkan pada skenario kebijakan yang diidealkan di mana inisiatif pencegahan stunting Kabupaten Purbalingga mengikuti pedoman yang digariskan dalam peraturan daerah dan keputusan bupati. Masyarakat yang menjadi sasaran program pencegahan stunting merupakan kelompok sasaran dalam kebijakan ini. Kelompok pelaksana, khususnya kelompok pemerintah yang juga tergabung dalam organisasi terkait, organisasi komunitas psikiatri, dan organisasi masyarakat. Aspek sosial dan ekonomi masyarakat terkait dengan faktor lingkungan yang dialami selama pelaksanaan kebijakan pengendalian stunting. Kondisi kekurangan gizi menjadi penyebab stunting erat kaitannya dengan keadaan sosial ekonomi mereka yang berpenghasilan rendah. Implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Purbalingga dianggap berhasil karena pola penaggunalangannya lebih menitikberatkan pada berbagai aspek agar bisa dilaksanakan dengan baik baim dari sisi kebijakan, pihak dan organisasi yang terlibat dan faktor lingkungan.

Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan, dimana teori yang digunakan teori kesehatan, sedangkan teori yang digunakan sekarang adalah teori kebijakan menurut Edward III. Persamaannya yaitu pada pembahasan stunting.

Keenam. Penelitian yang dilakukan oleh Laili dan Andriyani (2019) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan stunting”. Penilaian pengetahuan ibu meliputi pemberian pre-test sebelum kegiatan dimulai, dilanjutkan dengan post-test setelah pemberian pengetahuan. Berdasarkan temuan dari pretest dan posttest yang diberikan kepada sampel 35 peserta, dapat disimpulkan bahwa hasil pretest menunjukkan bahwa 14 responden (40%) memiliki pemahaman tentang program pencegahan stunting. Sebaliknya, hasil posttest mengungkapkan bahwa 27 responden (77,1%) menunjukkan pemahaman tentang program pencegahan stunting. Pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh Laili dan Andriyani dengan penelitian yang sedang berjalan terletak pada wacana dan pokok bahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh Laili dan Andriyani berfokus pada topik pemberdayaan
stunting, sedangkan penelitian selanjutnya memasukkan kajian tentang kebijakan pemerintah kabupaten dalam penanganan stunting.

Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan, dimana teori yang digunakan teori pemberdayaan masyaarakat, sedangkan teori yang digunakan sekarang adalah teori kebijakan menurut Edward III. Persamaannya yaitu pada pembahasan stunting.

Ketujuh. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hepti Sutiba Sanjaya (2019) memberikan gambaran tentang kejadian stunting pada balita di Kota Makassar. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang prevalensi stunting pada balita yang bertempat tinggal di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan berbagai metode untuk menyelidiki pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan cluster random sampling untuk memilih sampel 100 peserta. Temuan menunjukkan bahwa 35% dari sampel 100 balita diidentifikasi sebagai stunting. Di antara balita pendek ini, mayoritas memiliki ibu yang melahirkan antara usia 20 dan 35 tahun, terhitung 74,3% kasus. Selain itu, 60,0% balita stunting memiliki ibu dengan tingkat pendidikan rendah, sedangkan 97,1% memiliki ibu yang tidak bekerja. Selanjutnya, 74,3% balita stunting berasal dari keluarga besar, dan 60,0% memiliki ibu dengan pendapatan rendah. Terakhir, 57,1% balita stunting adalah perempuan. Sebanyak 13 balita dilibatkan dalam penelitian ini. Diantaranya, 31 balita (88,6%) memiliki berat lahir normal. Selain itu, 18 balita (51,4%) tidak memiliki riwayat infeksi. Dari 13 balita tersebut, 65,7% mendapatkan imunisasi lengkap. Selanjutnya, 13 balita (37,1%) mendapatkan ASI eksklusif sejak usia 0-12/24 bulan, sedangkan 20 balita (57,1%) mendapatkan makanan pendamping selain ASI mulai usia 6 bulan. Studi ini menyajikan temuan yang menunjukkan bahwa sebagian besar balita yang mengalami stunting lahir dari ibu berusia antara 20 dan 35 tahun, dengan tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki pekerjaan. Selain itu, balita ini cenderung termasuk dalam keluarga besar dengan pendapatan rumah tangga yang rendah. Faktor lain yang terkait dengan stunting termasuk perempuan,
melahirkan dua kali berturut-turut, memiliki berat lahir normal, menerima ASI sejak lahir hingga 12 atau 24 bulan, memperkenalkan makanan pendamping ASI pada usia 6 bulan, tidak memiliki riwayat penyakit menular. dan mendapat imunisasi lengkap. Ada pandangan optimis bahwa di masa mendatang, profesional kesehatan akan dapat menyebarluaskan pengetahuan yang berkaitan dengan diet menyeluruh yang sejalan dengan atribut khusus keluarga dan ibu, sehingga memudahkan pemahaman. Pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh Sri Hepti Sutiba Sanjaya dengan penelitian yang sedang berjalan terletak pada wacana dan fokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hepti Sutiba Sanjaya berfokus pada topik stunting, namun penelitian khusus ini memasukkan pemeriksaan gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh seorang bupati perempuan.

Perbedaan penelitian terletak pada metode analisis yaitu deskriptif, sedangkan penlitian sekarang adalah kualitatif. Persamaannya yaitu pada pembahasan stunting.

Kedelapan. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zulkifli pada (2022) ini menginvestigasi strategi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang untuk memitigasi angka stunting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas tindakan pencegahan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Para petugas telah secara efektif menerapkan rutinitas untuk balita dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Untuk mengatasi masalah angka stunting di Kabupaten Enrekang, inisiatif Time Cycle telah melaksanakan dua program yang ditujukan untuk mengantisipasi stunting. Program-program ini telah berhasil sejauh ini. Namun, pemanfaatan sumber daya, khususnya peralatan input data, dirasa kurang memadai. Pendekatan saat ini masih mengandalkan peralatan dan pengeluaran pribadi, yang sudah efektif. Program pencegahan stunting di Kabupaten telah mengalokasikan 10% pendanaannya dari pemerintah dan dana desa ADD. Pembeda antara penelitian Muhammad Zulkifli dengan penelitian yang sedang berlangsung saat ini terletak pada wacana dan pokok bahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zulkifli berfokus pada topik stunting, sedangkan penelitian terbaru memasukkan pemeriksaan gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh bupati perempuan.

Perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian, dimana penelitian sebelumnya memiliki tujuan untuk menilai efektivitas tindakan pencegahan stunting, sedangkan penelitian sekarang memiliki tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam Penanganan Stunting pada Pemerintahan Hj. Umi Azizah Periode 2018- 2023. Persamaannya yaitu pada pembahasan stunting.

Kesembilan. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ulva Agustina pada (2021) berjudul “Analisis Faktor Risiko stunting pada Balita”. stunting mengacu pada kondisi fisiologis di mana indeks tinggi badan terhadap usia seseorang berada di bawah ambang minus dua standar deviasi, sebagaimana ditentukan oleh pedoman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia. Fenomena stunting telah ditemukan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kemampuan kognitif, kerentanan terhadap penyakit, berkurangnya produktivitas, dan dengan demikian, potensi hambatan kemajuan ekonomi, memperburuk masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi variabel risiko yang berhubungan dengan stunting pada balita. Metodologi yang digunakan memerlukan melakukan tinjauan literatur menggunakan desain studi cross-sectional. Ukuran sampel mulai dari 50 hingga 600 dipilih dengan menggunakan teknik sampling acak dasar. Uji chi-square digunakan untuk analisis bivariat, sedangkan uji regresi logistik berganda digunakan untuk analisis multivariat. Temuan analisis yang dilakukan pada 15 jurnal menunjukkan bahwa mayoritas literatur yang ditinjau mendukung tidak adanya korelasi antara pendidikan ibu dan stunting pada balita, dengan 5 dari 7 penelitian melaporkan tidak ada hubungan tersebut. Selain itu, sebagian besar literatur, khususnya 7 dari 9 penelitian, menunjukkan adanya hubungan positif antara berat badan lahir rendah dan stunting pada balita. Lebih lanjut, sebagian besar literatur, 8 dari 10 penelitian, menunjukkan adanya keterkaitan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada bayi. Temuan menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara berat badan lahir rendah dan rendahnya pemberian ASI eksklusif dengan prevalensi stunting pada balita. Sebaliknya, tidak ada korelasi yang signifikan antara tingkat pendidikan ibu dan prevalensi stunting pada anak usia dini. Adanya pemberian ASI eksklusif dan berat badan lahir rendah telah diidentifikasi sebagai faktor risiko yang berhubungan dengan terjadinya stunting pada balita. Ada harapan untuk implementasi intervensi yang menargetkan kesehatan ibu dan anak, dengan tujuan untuk mengurangi kejadian bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. Selain itu, intervensi ini berusaha untuk meningkatkan pemahaman ibu mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif, sehingga mengurangi kemungkinan peningkatan prevalensi stunting pada anak. Pembeda antara penelitian Dwi Ulva Agustina dengan penelitian yang sedang berlangsung saat ini terletak pada wacana dan pokok bahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ulva Agustina mengkaji fenomena stunting, sedangkan penelitian yang lebih baru menggabungkan analisis gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh bupati perempuan.

Perbedaan penelitian terletak pada jenis penelitian, dimana penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif, sedangkan sekarang menggunakan metode kualitatif. Persamaannya yaitu pada pembahasan stunting.
Kesepuluh. Skripsi Pamella Cardea Al Nabila (2020) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian stunting Pada Anak Usia 0-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Pandan”. Korelasi antara kesehatan dan ketersediaan air bersih dengan prevalensi kasus stunting di wilayah kerja Puskesmas Simpang Pandan sedang diteliti. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan menggunakan desain penelitian cross-sectional. Investigasi ini mencakup total 73 sampel, yang dipilih dengan menggunakan teknik sampling insidental.  Uji  chi-square  digunakan  untuk  analisis  data.  Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar responden, khususnya 45,2%, kurang informasi. Selain itu, diamati bahwa 60,3% responden adalah laki-laki. Dalam hal kesehatan anak, sebagian besar 80,8% tidak diberi ASI eksklusif. Selain itu, sebagian besar responden, khususnya 84,9%, tidak memiliki akses ke jamban sehat. Terakhir, ditemukan bahwa 68,5% responden tidak memiliki akses terhadap air minum yang bersih dan aman. Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat kesadaran ibu (p=0,000) dan ketersediaan air bersih (p=0,002) dengan prevalensi stunting pada anak usia 0-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Simpang Pandan. Kesimpulannya, temuan menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kesadaran ibu dan akses air bersih, dengan prevalensi stunting pada anak. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan penyediaan air minum untuk memfasilitasi langkah-langkah pencegahan dini. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Pamella Cardea Al Nabila dan penelitian kontemporer terutama dicirikan oleh variasi dalam pokok bahasan dan entitas yang diteliti. Penelitian Pamella Cardea Al Nabila mengkaji topik gaya kepemimpinan bupati perempuan, sementara penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang ada tentang subjek tersebut.

Perbedaan penelitian terletak pada jenis penelitian, dimana penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif, sedangkan sekarang menggunakan metode kualitatif. Persamaannya yaitu pada pembahasan stunting.
Berdasarkan uraian beberapa jurnal di atas maka dapat disimpulkan bahwa stunting merupakan suatu permasalahan yang harus ditangani, salah satunya dengan peranan seorang pemimpin melalui kebijakan-kebijakan sehingga dapat mengatasi permasalahan stunting.
F.
Metode Penelitian

1.
Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan beberapa prosedur penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. 

Jenis penelitian kualitatif mampu menghadirkan suatu gambaran secara spesifik dan detail mengenai proses dan mekanisme hubungan dari suatu kelompok atau obyek penelitian. Sedangkan untuk memaparkan berbagai permasalahan yang ada, fakta-fakta dan informasi yang dikumpulkan, dianalisa dan ditafsirkan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang jelas bagaimana Kebijakan pengendalian stunting yang dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Tegal,  . 
2.
Fokus Penelitian

Analisis kebijakan pada dasarnya adalah sebuah proses yang bertujuan untuk menghasilkan saran-saran guna mengatasi berbagai masalah masyarakat. Analisis kebijakan dikenal sebagai sebuah proses yang mencakup serangkaian tindakan atau fase, yang dikategorikan oleh para penyusun kebijakan publik dengan berbagai cara. Studi ini menggunakan teori Abdul Wahab (2012:115), yang menggarisbawahi bahwa proses analisis kebijakan memiliki tiga langkah utama:
a. Analisis Kebijakan pemerintah kabupaten tegal dalam penanganan stunting.

1) Perumusan Masalah Kebijakan;

2) Perumusan Alternatif Kebijakan; dan

3) Pemilihan Alternatif Kebijakan. 

b. Faktor pendukung dan penghambat kebijakan pemerintah kabupaten tegal dalam penanganan stunting.

1) Faktor pendukung; dan

2) Faktor penghambat
3.
Sumber Data 

Penelitian ini melibatkan dua kategori data yang berkaitan dengan topik dan objek analisis. Data tersebut dikategorikan menjadi dua segmen: data sekunder dan data utama. Kategorisasi ini dilakukan untuk menjaga keakuratan, relevansi, dan kekayaan data yang dikumpulkan di lapangan tentang subjek penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data penting:
a.Data Primer

Data primer adalah bentuk data yang mendasar atau penting dalam suatu penelitian. Data diperoleh langsung dari sumber utama fenomena yang diteliti. Biasanya, sumber diperoleh langsung dari sumber asli, tanpa perantara. Sumber primer ini merujuk pada mereka yang secara langsung mengalami peristiwa tersebut. Pengumpulan data primer dilakukan dengan investigasi lapangan, di mana informan melakukan wawancara komprehensif (Narbuko, 2003).

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang berasal dari beberapa sumber daripada berasal dari sumber primer. Data tersebut mencakup deskripsi komprehensif, struktur organisasi, dan tugas terkait yang berkaitan dengan subjek penelitian, bersama dengan informasi lainnya. Individu tidak secara pribadi mengalami topik yang diteliti tetapi memperoleh pengetahuan dari sumber primer lainnya. Perolehan data sekunder untuk penelitian ini mencakup pemeriksaan literatur ilmiah secara menyeluruh, meliputi buku-buku, artikel ilmiah, dan sumber-sumber relevan lainnya (Mulyana, 2004).
4.
Teknik Pengumpulan Data

Suharsaputra (2012:208) menegaskan bahwa strategi pengumpulan data dipengaruhi oleh konteks, partisipan, dan sifat data yang akan dikumpulkan. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan harus selaras dengan kriteria tersebut untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif berkontribusi pada pemahaman fenomena mendasar penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: a. Wawancara mendalam. Wawancara berfungsi sebagai pendekatan pengumpulan data ketika peneliti ingin mendapatkan wawasan yang mendalam dari beberapa informan (Sugiyono, 2014). Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan tanggapan dari partisipan melalui pertanyaan dan jawaban sepihak (Suharsimi, 2009). Wawancara merupakan metode yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, karena memungkinkan peneliti untuk menyelidiki isu-isu terkait lapangan dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang informasi yang relevan. Pendekatan wawancara ini bertujuan untuk memungkinkan peneliti memahami sikap, tindakan, dan perspektif orang atau kelompok tertentu. Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan dengan lebih rinci. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan informan sebagai berikut:

Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

b. Observasi

Sutrisno Hadi menyatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, meliputi proses biologis dan psikologis. Sugiyono (2014) menyebutkan bahwa observasi dan memori merupakan dua mekanisme utama yang memiliki makna penting. Suharsimi (2009) menyatakan, “Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan melalui pengamatan yang cermat dan dokumentasi yang sistematis.” Observasi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak aspek, meliputi unsur biologis dan psikologis. Proses observasi dan memori merupakan dua faktor yang paling signifikan. Observasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penanggulangan stunting di Pemerintahan Umi Azizah tahun 2018-2023.

c. Dokumentasi

Istilah “dokumentasi” berasal dari kata “dokumen” yang berarti proses penulisan. Peneliti menganalisis artefak tekstual, termasuk buku, terbitan berkala, makalah, peraturan, notulen rapat, buku harian, dan sumber analog, selama penerapan metodologi dokumentasi (Moeloeng, 2012). Legitimasi dan keandalan hasil penelitian yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara dapat ditingkatkan dengan menyertakan dokumentasi pendukung. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data secara sistematis melalui pemeriksaan dokumen seperti buku, peraturan, atau artikel yang berkaitan dengan penelitian, yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan data yang diperlukan dan melakukan tinjauan pustaka, dengan dokumen yang dianggap mendukung dan relevan dengan masalah penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder termasuk dokumen-dokumen berikut:
1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;

2) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tegal Tahun 2018. 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023;

3) Rencana kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2018-2023;

4) Kabupaten Tegal dalam Angka 2018, 2019,2020, 2021, 2022 dan 2023;

5) RKPD Kabupaten Tegal 2023;

6) Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2023 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting Periode 2023-2026;

7) Dokumentasi Foto kegiatan Penanganan Stunting Kabupaten Tegal; dan

8) Dokumen SOP penanganan stunting.

5.
Teknik Analisis Data 
Peneliti kualitatif sering menggunakan metodologi standar dan metode yang berbeda dalam analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data interaktif sebagaimana diuraikan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Komponen analisis data kualitatif Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:
Gambar 1.2
Komponen Analisis Data Kualitatif
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Sumber: Saldana (2014)
a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses meringkas dan memilih elemen kunci, memprioritaskan aspek penting, dan mengidentifikasi tema dan pola menyeluruh. Oleh karena itu, pemanfaatan data yang telah direduksi akan meningkatkan kejelasan dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan dan pengambilan data selanjutnya, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015).
b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data selesai, tahap selanjutnya melibatkan penyajian atau visualisasi data. Dalam konteks penelitian kualitatif, penyajian data dapat mencakup beberapa metode seperti deskripsi singkat, representasi grafis, dan eksplorasi hubungan antar kategori yang berbeda, di antara pendekatan lainnya. Penulisan naratif adalah metode utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk penyajian data. Menurut Sugiyono (2015), penyajian data memfasilitasi pemahaman peristiwa yang sedang berlangsung dan memungkinkan perumusan rencana masa depan berdasarkan pemahaman yang diperoleh.

c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data) 

Miles dan Huberman menegaskan bahwa verifikasi data dan pembentukan kesimpulan merupakan komponen integral dari interpretasi data, yang menuntut peneliti untuk memahami data yang ditampilkan (Rasyid, 2000).

d. Triangulasi Data 
Triangulasi dalam teknik pengumpulan data menunjukkan penggunaan beberapa metode dan sumber pengumpulan data yang mapan untuk meningkatkan keandalan dan validitas data yang dikumpulkan. Dalam menggunakan pendekatan triangulasi, peneliti mengumpulkan data dengan tujuan ganda untuk memverifikasi ketergantungannya melalui penggunaan berbagai teknik dan sumber pengumpulan data. Patton (dalam Poerwandari, 1998: 132) menjelaskan pengertian triangulasi dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

a) Triangulasi Data

Triangulasi data melibatkan penggunaan beberapa sumber data. Penelitian ini memanfaatkan beberapa sumber data, termasuk dokumen, hasil wawancara, temuan observasi, dan wawancara dengan beberapa partisipan penelitian yang memiliki perspektif yang berbeda. Penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan memeriksa variasi dalam data yang diperoleh untuk memeriksa Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Tegal dari banyak pandangan yang mendukung atau menentang. Pendekatan ini menggunakan data primer dan sekunder. Peneliti memperoleh data primer melalui wawancara dengan beberapa informan terkait dan melakukan pengamatan tentang kebijakan stunting di b)Kabupaten Tegal. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti melibatkan penggunaan beberapa penulis atau penilai yang berbeda. Dalam penelitian ini, profesor pembimbing berperan sebagai pengamat, yang menawarkan evaluasi dan saran ahli tentang hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penilai konten dan tulisan adalah profesor pembimbing.

c) Triangulasi Teori
Triangulasi teori melibatkan penggunaan banyak sudut pandang untuk menganalisis fakta yang sama. Studi ini menguraikan beberapa ide dalam Bab II untuk memfasilitasi pengumpulan dan pengujian data penelitian. Studi ini menggunakan triangulasi teori dengan menggunakan banyak teori dan model implementasi kebijakan yang dipilih oleh peneliti untuk memeriksa data dan menafsirkan kegiatan penelitian tentang strategi intervensi stunting di Kabupaten Tegal. Peneliti menggunakan beberapa teori selama fase persiapan pembentukan tim. Selain menjelaskan konsep kerja tim dalam pelaksanaan tugas, peneliti menggunakan proses pengembangan kapasitas untuk menawarkan panduan, instruksi, dan meningkatkan kompetensi tim yang telah dibentuk sebelum pelaksanaan tugas. Selama fase penetapan sasaran, para peneliti tidak hanya mengartikulasikan konsep yang selaras dengan kerangka hukum dan peraturan, tetapi juga menggunakan teori Grindle mengenai kelompok sasaran dalam model implementasi kebijakan "Top-Down", yang menganalisis kebijakan berdasarkan kontennya dan lingkungan sekitar yang memengaruhinya.
BAB II
KERANGKA TEORI

A.Implementasi Kebijakan Publik
1.Pengertian Kebijakan Publik
Peran kebijakan sebagai alat tata kelola mencakup pengaturan administrasi sumber daya publik dan infrastruktur fisik negara. Istilah "kebijakan" mengacu pada keputusan dan tindakan yang dibuat untuk mengendalikan penggunaan sumber daya moneter, alam, dan manusia demi kepentingan masyarakat umum. Kerangka politik suatu negara ditentukan oleh ide, teori, ideologi, dan kepentingan yang membentuknya; faktor-faktor ini dapat bekerja sama, atau dapat berbenturan, dan di sinilah kebijakan lahir. 
Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, yang dikutip oleh Leo Agustino (2006:6), kebijakan publik merupakan pilihan yang stabil ketika para pembuat keputusan dan mereka yang mengikuti arahan mereka berperilaku secara konsisten dan berulang-ulang. Definisi ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1973. Dalam lingkungan yang memiliki peluang dan tantangan, kebijakan didefinisikan oleh Carl Friedrich, sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (2006:7), sebagai serangkaian tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah untuk mengatasi tantangan ini dan mencapai tujuan mereka. "Setiap tindakan yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan" termasuk dalam kebijakan publik, menurut Bridgman dan Davis (2005), yang dikutip oleh Edi Suharto (2007:3). 'Semua tindakan atau kelalaian oleh pemerintah' adalah definisi yang mungkin dari kebijakan publik, menurut ini. Kebijakan publik, menurut Hogwood dan Gunn (1990), adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu (Edi Suharto 2007: 4). 'Kebijakan' tidak selalu berarti terbatas pada atau mendominasi dalam ranah pemerintahan. Ada kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi non-pemerintah (LSM), kelompok sosial (seperti Karang Taruna dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK), dan nirlaba lainnya. Menurut Edi Suharto (2007:5) mengutip Bridgeman dan Davis (2004), kebijakan publik dapat dipahami dalam tiga cara yang saling terkait: sebagai tujuan akhir, sebagai alternatif yang sah, dan sebagai hipotesis. Pengejaran kebijakan publik. Pencapaian tujuan publik merupakan hal mendasar bagi kebijakan publik. Untuk memenuhi harapan masyarakat secara keseluruhan, pemerintah menerapkan serangkaian kebijakan yang dikenal sebagai kebijakan publik.
Kebijakan publik sebagai tindakan hukum

Peran kebijakan sebagai alat tata kelola mencakup pengaturan administrasi sumber daya publik dan infrastruktur fisik negara. Istilah "kebijakan" mengacu pada keputusan dan tindakan yang dibuat untuk mengendalikan penggunaan sumber daya moneter, alam, dan manusia demi kepentingan masyarakat umum. Kerangka politik suatu negara ditentukan oleh ide, teori, ideologi, dan kepentingan yang membentuknya; faktor-faktor ini dapat bekerja sama, atau dapat berbenturan, dan di sinilah kebijakan lahir. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, yang dikutip oleh Leo Agustino (2006:6), kebijakan publik merupakan pilihan yang stabil ketika para pembuat keputusan dan mereka yang mengikuti arahan mereka berperilaku secara konsisten dan berulang-ulang. Definisi ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1973. Dalam lingkungan yang memiliki peluang dan tantangan, kebijakan didefinisikan oleh Carl Friedrich, sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (2006:7), sebagai serangkaian tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah untuk mengatasi tantangan ini dan mencapai tujuan mereka. "Setiap tindakan yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan" termasuk dalam kebijakan publik, menurut Bridgman dan Davis (2005), yang dikutip oleh Edi Suharto (2007:3). 'Semua tindakan atau kelalaian oleh pemerintah' termasuk dalam kebijakan publik, seperti yang ditunjukkan di sini. Kebijakan publik, menurut Hogwood dan Gunn (1990), adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu (Edi Suharto 2007: 4). 'Kebijakan' tidak selalu berarti terbatas pada atau mendominasi dalam ranah pemerintahan. Ada kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok sosial (seperti Karang Taruna dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK), dan lembaga nirlaba lainnya. Menurut Edi Suharto (2007:5) yang mengutip Bridgeman dan Davis (2004), kebijakan publik dapat dipahami dalam tiga cara yang saling terkait: sebagai tujuan akhir, sebagai alternatif yang sah, dan sebagai hipotesis. Mengejar kebijakan publik

Pencapaian tujuan publik merupakan hal mendasar bagi kebijakan publik. Untuk memenuhi harapan masyarakat sebagai konstituennya, pemerintah menerapkan serangkaian kebijakan yang dikenal sebagai kebijakan publik. Peran kebijakan sebagai alat pemerintahan mencakup pengaturan pengelolaan sumber daya publik dan infrastruktur fisik negara. Istilah "kebijakan" mengacu pada keputusan atau tindakan di tingkat masyarakat, individu, atau warga negara yang mengatur penggunaan sumber daya moneter, alam, dan manusia untuk kepentingan semua orang. Ide, teori, ideologi, dan kepentingan yang membentuk kerangka politik suatu negara berfungsi bersama-sama, atau saling berbenturan, dan ini mengarah pada munculnya kebijakan. Leo Agustino (2006:6) mengutip penelitian dari tahun 1973 oleh Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan pilihan yang stabil ketika para pembuat keputusan dan mereka yang mengikuti arahan mereka berperilaku secara konsisten dan berulang-ulang. Leo Agustino mengutip Carl Friedrich, yang mendefinisikan kebijakan sebagai "seperangkat tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, organisasi, atau pemerintah sebagai respons terhadap peluang dan tantangan dalam lingkungan tertentu dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya," sebagaimana dinyatakan dalam 2006:7. Menurut Bridgman dan Davis (2005), yang dirujuk dalam Edi Suharto (2007:3), "setiap tindakan yang dipilih atau tidak diambil oleh pemerintah" merupakan apa yang merupakan kebijakan publik. Menurut ini, "semua tindakan atau kelalaian oleh pemerintah" merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan publik, menurut Hogwood dan Gunn (1990), adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan maksud mencapai tujuan tertentu (Edi Suharto 2007: 4). 'Kebijakan' tidak selalu berarti terbatas pada atau mendominasi dalam ranah pemerintahan. Kebijakan publik dapat berupa kebijakan yang dibuat oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok sosial (seperti Karang Taruna dan PKK), dan lembaga nirlaba lainnya. Menurut Edi Suharto (2007:5) mengutip Bridgeman dan Davis (2004), kebijakan publik dapat dipahami dalam tiga cara yang saling terkait: sebagai tujuan akhir, sebagai alternatif yang sah, dan sebagai hipotesis. Pencapaian tujuan publik

Pencapaian tujuan publik merupakan hal mendasar bagi kebijakan publik. Untuk memenuhi harapan masyarakat secara keseluruhan, pemerintah menerapkan serangkaian kebijakan yang dikenal sebagai kebijakan publik.
a.Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik secara tradisional dilakukan oleh para ilmuwan politik. Menurut Subarsono (2005:19), kebijakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebijakan Substantif: mencakup kebijakan di bidang ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, dan hubungan internasional.

2. Kebijakan Temporal: meliputi kebijakan reformasi dan kebijakan pada masa Orde Baru.

3. Kebijakan Institusional: mencakup kebijakan yang terkait dengan lembaga legislatif, yudikatif, dan departemen pemerintahan.

Sementara itu, Nugroho mengklasifikasikan kebijakan berdasarkan atribut intrinsiknya, sebagaimana dikutip oleh Pasolong (2010:40), ke dalam tiga kategori:

1. Kebijakan Meso: berfungsi sebagai penghubung atau menjelaskan implementasi kebijakan.

2. Kebijakan Makro: memiliki sifat yang umum dan bersifat luas.

3. Kebijakan Mikro: mengatur pelaksanaan serta penerapan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik 

Menerjemahkan pernyataan kebijakan hanyalah awal dari proses implementasi kebijakan. Selama implementasi, banyak hal akan memengaruhi bagaimana sesuatu dilakukan atau aturan diterapkan. George C. Edwards III (1980), Marilee S. Grindle (1983), Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), Van Meter dan Van Horn (1975), Cheema dan Rondinelli (1983), dan David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1991) adalah di antara banyak sarjana kebijakan yang telah mengakui faktor-faktor yang memengaruhi implementasi (2006). Seperti yang dirujuk dalam Subarsono (2005:90), empat faktor memengaruhi pelaksanaan kebijakan, sebagaimana dinyatakan oleh Edwards III (1980): Semuanya dimulai dengan berbicara. Untuk menerapkan kebijakan secara efektif, mereka yang bertugas melaksanakannya harus memiliki keakraban yang mendalam dengan semua langkah yang diperlukan.
 Untuk mengurangi dampak distorsi implementasi, tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang tepat. Berikutnya, kita memiliki sumber daya. Jika sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan tidak tersedia, tidak akan menjadi masalah seberapa jelas dan konsisten pesan-pesan utama kebijakan tersebut. Sumber daya dapat terdiri dari unsur manusia dan nonmanusia. Terakhir, sikap. Komitmen, kejujuran, dan orientasi demokratis dari pelaksana tercermin dalam watak mereka. Terakhir, kerangka organisasi birokrasi. Faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan adalah kerangka administratif yang mengendalikannya. Substansi kebijakan dan lingkungan implementasi adalah dua unsur utama yang memengaruhi implementasi kebijakan, menurut Marilee S. Grindle (1980), sebagaimana dikutip dalam Subarsono (2005:93). Variabel isi kebijakan adalah sejauh mana substansi kebijakan mencerminkan kepentingan kelompok sasaran. Sebagai poin kedua, jenis keuntungan yang ditawarkan kepada khalayak yang dituju. Sejauh mana kita dapat mengaitkan perubahan yang diprediksi pada kebijakan tertentu? Apakah cocok untuk menyelenggarakan program di sini? Pertanyaan kelima yang harus diajukan adalah apakah kebijakan tersebut memberikan gambaran yang akurat tentang orang-orang yang menjalankannya. Keenam, program tersebut harus memiliki cukup dana agar dapat berjalan dengan lancar. Lebih jauh, lanskap kebijakan terdiri dari elemen-elemen berikut: Pertama, menilai tingkat pengaruh, kepentingan, dan taktik yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Responsivitas dan tingkat kesesuaian audiens yang dituju. Subarsono (2005:94) mengutip penelitian oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) yang mengidentifikasi tiga kategori faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan: Untuk memulai, karakteristik masalah (yang membuatnya lebih mudah dipecahkan). Faktor kedua adalah fitur kebijakan atau undang-undang (kapasitas untuk mengendalikan pelaksanaannya). Ketiga, faktor yang berkaitan dengan lingkungan (yaitu, aspek non-hukum yang memengaruhi pelaksanaan). 
Jumlah kompleksitas teknologi, variasi dalam kelompok sasaran, persentase kelompok sasaran terhadap keseluruhan populasi, dan jumlah perubahan perilaku yang diinginkan adalah faktor-faktor yang memengaruhi karakteristik masalah. Berikut ini adalah beberapa variabel yang terkait dengan kebijakan dan karakteristik hukum: a) Isi kebijakan jelas; b) Kebijakan memiliki dukungan teoritis; c) Dana dialokasikan untuk kebijakan; d) Badan-badan pelaksana saling berhubungan dan didukung; e) Aturan lembaga pelaksana jelas dan konsisten; f) Aparatur berkomitmen pada tujuan kebijakan; dan g) Kelompok eksternal dapat dengan mudah dilibatkan dalam implementasi kebijakan.
 Status sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknis merupakan dua aspek lingkungan kebijakan yang saling berinteraksi. Faktor-faktor lainnya meliputi: (a) dukungan publik terhadap kebijakan, (c) sikap pemilih, dan (d) dedikasi dan keahlian aparat dan pelaksana. Subarsono (2005:99) mengutip Meter dan Horn (1975), yang menguraikan enam faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi: Pertama, tujuan dan standar pembuatan kebijakan. Kedua otoritas ini menekankan perlunya kriteria dan tujuan kebijakan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Orang yang bertugas melaksanakan kebijakan akan sampai pada kesimpulan yang berbeda jika tujuan dan kriterianya tidak jelas. Kedua, sumber daya manusia dan nonmanusia diperlukan untuk implementasi kebijakan. Ketiga, pelaksanaan program sering kali memerlukan kolaborasi dan koordinasi dengan lembaga lain karena adanya saling ketergantungan di antara organisasi. Ciri-ciri pelaksana, termasuk norma-norma birokrasi dan dinamika hubungan, serta struktur dan tujuan program, akan membentuk pelaksanaan program. Sumber daya merupakan bagian dari konteks sosial-politik dan ekonomi yang lebih besar, yang merupakan komponen kelima.
c.Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Easton (dikutip dalam Wahab 2021: 18), mereka yang berada dalam posisi berkuasa dalam sistem politik—pelaksana, pembuat undang-undang, hakim, administrator, dan bahkan raja—bertanggung jawab untuk memunculkan ide-ide untuk, dan akhirnya memutuskan, kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan oleh Wahab (2014: 20–23) dengan cara-cara berikut:

Alih-alih menjadi representasi perilaku acak atau tidak rasional, kebijakan publik adalah upaya yang disengaja dengan tujuan-tujuan tertentu. Saat ini, kebijakan publik sering kali merupakan hasil dari upaya-upaya yang diperhitungkan alih-alih kejadian yang kebetulan dalam sistem politik.

Alih-alih menjadi keputusan yang terpisah-pisah, kebijakan adalah serangkaian langkah-langkah yang saling berhubungan dan metodis yang dilakukan oleh otoritas pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Keputusan-keputusan legislatif di suatu area tertentu merupakan bagian dari kebijakan, tetapi demikian pula instruksi-instruksi terperinci dan pedoman-pedoman untuk melaksanakannya, termasuk masalah-masalah prosedur dan cara-cara penegakannya.

Daerah-daerah tertentu memiliki kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Misalnya, kebijakan publik dapat memiliki dampak positif dan negatif dalam berbagai bidang seperti mengelola inflasi, mengatur perdagangan, mengurangi korupsi, meningkatkan literasi, mempromosikan keluarga berencana, dan memajukan proyek perumahan umum untuk kelompok demografi berpendapatan rendah. Mungkin ada beberapa aspek yang tidak menguntungkan dari kebijakan publik, bahkan dalam aspek positifnya. Pejabat yang bertugas membuat keputusan kebijakan tentu harus mempertimbangkan pro dan kontra dari keterlibatan dalam situasi tertentu.
d.Proses Kebijakan Publik

Pembentukan kebijakan berkaitan erat dengan suatu proses yang melibatkan berbagai tahapan. Metode yang digunakan dalam proses tersebut memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan kebijakan. Winarno (2005: 28-30) menjelaskan beberapa tahapan penting dalam pengembangan kebijakan publik, yaitu:

1. Tahap Pengembangan Agenda
Pada tahap ini, pimpinan lembaga, baik yang dipilih maupun ditunjuk, menghadapi berbagai tantangan terkait agenda publik. Beragam isu akan bersaing untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Akibatnya, hanya beberapa isu yang akhirnya diprioritaskan dan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan para pengambil keputusan.

2. Tahap Adopsi Kebijakan
Dari berbagai alternatif kebijakan yang diajukan oleh para pembuat kebijakan, satu kebijakan dipilih untuk diimplementasikan. Pemilihan ini biasanya dilakukan dengan dukungan mayoritas parlemen, konsensus antar pemimpin lembaga, atau melalui putusan pengadilan.

3. Tahap Perumusan Kebijakan
Pada tahap ini, pembuat kebijakan mempertimbangkan isu-isu yang telah masuk dalam agenda kebijakan. Tantangan-tantangan tersebut dianalisis untuk menemukan solusi yang paling efektif. Berbagai alternatif solusi diajukan dan bersaing agar dipilih sebagai jawaban terbaik atas permasalahan yang ada.

4. Tahap Implementasi Kebijakan
Kebijakan hanya akan efektif jika dijalankan dengan baik. Pada tahap ini, kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh badan administratif yang memanfaatkan sumber daya manusia dan keuangan. Proses implementasi melibatkan berbagai pihak, termasuk badan pemerintah di tingkat lokal. Namun, pelaksanaan kebijakan bisa menghadapi dukungan maupun penolakan dari para pelaksana, sehingga berbagai kepentingan bisa saling terkait pada tahap ini.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan
Kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Pada tahap evaluasi, efektivitas kebijakan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan berhasil menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Secara keseluruhan, kebijakan publik dirancang untuk mengatur kehidupan bersama guna mencapai tujuan bersama. Proses kebijakan publik mencakup pemahaman terhadap kebijakan itu sendiri serta tahapan-tahapan penting dalam perumusannya. Melalui proses ini, kebijakan dikembangkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.
2. Teori Implementasi Kebijakan 
Edward III menjelaskan pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang terjadi antara disahkannya suatu kebijakan—seperti undang-undang, perintah eksekutif, keputusan pengadilan, atau peraturan—dan dampaknya terhadap masyarakat yang terpengaruh. Menurut Edwards (1980), implementasi kebijakan mencakup langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Sebelum mengembangkan kebijakan, pemerintah perlu mengevaluasi potensi dampak negatif terhadap masyarakat, guna memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan standar masyarakat dan tidak menimbulkan efek buruk.

Edward III mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumber daya, 3) Pengaturan, dan 4) Struktur Administratif (Edwards, 1980).

Gambar   1.3Model Pendekatan Implementasi Menurut George C. Edward III  
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 Sumber: George III Edwards, (1980:148). 

Keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Edward III dalam buku Implementing Public Policy, dapat dipengaruhi oleh aspek-aspek tersebut di atas; oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan adalah:

Edwards III pertama-tama berpendapat bahwa eksekusi kebijakan yang efektif mengharuskan orang yang mengeksekusi keputusan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kewajiban mereka. Keputusan kebijakan dan strategi implementasi harus disampaikan kepada individu yang relevan sebelum dieksekusi. Komunikasi ini harus akurat dan dipahami dengan tepat oleh para pelaksana. "Banyak hambatan yang menghalangi eksekusi pesan" (Edwards, 1980).
1,Komunikasi 

George C. Edwards III percaya bahwa komunikasi sangat penting untuk pencapaian tujuan implementasi yang efektif. Implementasi yang efektif terjadi ketika para pengambil keputusan memiliki kesadaran sebelumnya tentang aktivitas yang diantisipasi. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk pelaksanaan tugas yang tepat, yang mengharuskan setiap keputusan dan implementasi aturan disampaikan kepada personel yang tepat. Edward III berpendapat bahwa faktor sumber daya penting kedua dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah, terlepas dari kejelasan dan konsistensi arahan dan pelaksanaannya yang tepat, jika personel yang ditugaskan untuk implementasi tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk beroperasi secara efektif, implementasi akan sia-sia. Sumber daya penting mencakup personel dengan jumlah yang sesuai yang memiliki keahlian yang diperlukan; informasi yang relevan dan memadai mengenai implementasi kebijakan dan kepatuhan pihak; kewenangan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan yang dimaksud; dan fasilitas (termasuk infrastruktur, peralatan, lahan, dan perlengkapan) yang penting untuk penyediaan layanan, yang akan menyebabkan kurangnya ketentuan hukum dan kegagalan untuk menetapkan peraturan yang wajar" (Edwards, 1980).

2.Sumber Daya 

George C. Edwards III mengatakan bahwa sumber daya, khususnya yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi, termasuk di antara aset yang tersedia, karena ia berpendapat bahwa sumber daya adalah katalis utama implementasi. Sumber daya manusia memainkan peran penting dalam keberhasilan proses implementasi, yang dipengaruhi oleh penggunaan sumber daya manusia, investasi keuangan, dan kendala waktu. Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa aspek dukungan sumber daya sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Ketersediaan staf, kejelasan kebijakan yang diterapkan, kewenangan yang dimiliki, dan kesesuaian fasilitas dan infrastruktur semuanya merupakan variabel sumber daya yang penting untuk implementasi kebijakan yang efisien dalam layanan publik.

3.Disposisi

Elemen ketiga dari disposisi dalam keberhasilan implementasi kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh Edward III, adalah: "Disposisi atau sikap terhadap implementasi adalah faktor penting ketiga dalam pemeriksaan kita terhadap implementasi kebijakan publik." Implementasi yang berhasil mengharuskan para pelaksana memiliki pengetahuan tugas, kompetensi untuk melaksanakannya, dan kemauan untuk memberlakukan kebijakan. Sebagian besar pelaksana memiliki keleluasaan yang cukup besar dalam melaksanakan kebijakan. Salah satu faktornya adalah independensi mereka dari atasan nominal mereka yang menetapkan kebijakan. Masalah lainnya adalah kerumitan kebijakan itu sendiri. Pelaksanaan instruksi oleh pelaksana terutama bergantung pada pendapat mereka mengenai kebijakan tersebut. Sikap mereka akan dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap kebijakan dan keyakinan mereka tentang dampaknya terhadap kepentingan organisasi dan pribadi mereka. Edwards (1980).

George C. Edwards III percaya bahwa sikap pelaksana merupakan elemen penting dari strategi implementasi. Implementasi yang berhasil mengharuskan pelaksana memiliki kemampuan yang diperlukan, karena kemanjuran suatu kebijakan bergantung pada karakteristik lembaga pelaksana. Efektivitas kebijakan ditunjukkan oleh karakteristik lembaga pelaksana.

Disposisi pelaksana memengaruhi komitmen mereka terhadap pelaksanaan kebijakan; persepsi yang baik terhadap kebijakan meningkatkan kemungkinan implementasi yang diproyeksikan. Perbedaan antara sudut pandang dan tindakan pelaksana dan pembuat kebijakan akan mempersulit proses implementasi. Untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan, penting untuk membangun kesepakatan di antara para pembuat kebijakan dan pelaksana, dan untuk berhasil membujuk para pemangku kepentingan ini untuk mematuhi tujuan yang ditetapkan, dengan demikian menjamin penyediaan layanan publik yang sangat baik. Aspek keempat dalam implementasi kebijakan yang efektif, sebagaimana diutarakan oleh Edward III, adalah bahwa meskipun pelaksana kebijakan mungkin memiliki pengetahuan, keinginan, dan sumber daya yang diperlukan, mereka tetap dapat menghadapi batasan implementasi yang berasal dari struktur organisasi tempat mereka beroperasi. Dua karakteristik birokrasi yang menonjol adalah prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi. Praktik sebelumnya muncul sebagai respons internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya yang dihadapi oleh para pelaksana, yang bertujuan untuk keseragaman dalam melaksanakan tugas yang rumit dan luas. tugas organisasi; "Seringkali, kebijakan bertahan karena kelambanan birokrasi" (Edwards, 1980).

George C. Edwards III berpendapat bahwa bahkan dengan sumber daya yang melimpah dan pelaksana yang berpengetahuan dan bersedia, pelaksanaan kebijakan mungkin masih terhambat oleh kekurangan dalam struktur birokrasi. Birokrasi, sebagai pelaksana, harus secara cakap menegakkan kebijakan yang ditetapkan secara demokratis melalui koordinasi yang efektif.

Pelaksana kebijakan mungkin memiliki keahlian, motivasi, dan sumber daya yang dibutuhkan; meskipun demikian, upaya pelaksanaan mereka mungkin terhambat oleh struktur organisasi tempat mereka beroperasi. Dua karakteristik mendasar birokrasi adalah prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi. Yang pertama muncul sebagai respons internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya yang dihadapi oleh pelaksana, yang bertujuan untuk keseragaman dalam mengelola organisasi yang besar dan luas; kebijakan ini sering bertahan karena kelambanan birokrasi.

4.Birokrasi 

Kerangka birokrasi mencakup sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan, bersama dengan keahlian dan motivasi para pelaksana. Meskipun demikian, perwujudan kebijakan dapat terhambat oleh ketidakcukupan struktur birokrasi dan keberadaan prosedur operasi standar (SOP) yang mengatur pelaksanaan kebijakan rutin. Birokrasi, sebagai pelaksana, harus secara cakap menegakkan kebijakan yang ditetapkan secara demokratis melalui koordinasi yang efektif dan alokasi tanggung jawab (Fragmentasi) untuk kebijakan yang ditetapkan.

Menurut penjelasan di atas mengenai unsur-unsur struktur birokrasi yang memfasilitasi keberhasilan implementasi kebijakan, penting untuk menetapkan prosedur bagi para pelaku kebijakan, disertai dengan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan berfungsi sebagai wahana bagi suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Kebijakan publik dapat

BAB III
ANALISIS SOCIAL SETTING
A.
Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di Kota Slawi, lokasi yang strategis untuk pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto / Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut jawa (pantura). Kabupaten Tegal mempunyai jumlah penduduk pada Tahun 2022 sebanyak 1.440.698 jiwa penduduk. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Tegal berkembang cukup pesat. Selain banyak dampak positif yang dimunculkan, perkembangan ini sedikit banyak juga menimbulkan keadaan-keadaan yang memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Tegal. Kondisi umum daerah Kabupaten Tegal dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

1.
Aspek Geografis dan Demografis

a. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 87.878 Ha. Secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan.

Tabel 3.1
Luas Wilayah Per Kecamatan
	No
	Kecamatan
	Jumlah Desa/kel
	Luas (Ha)

	1
	Margasari
	13
	8.683

	2
	Bumijawa
	18
	8.856

	3
	Bojong
	17
	5.852

	4
	Balapulang
	20
	7.491

	5
	Pagerbarang
	13
	4.300

	6
	Lebaksiu
	15
	4.095

	7
	Jatinegara
	17
	7.962

	8
	Kedungbanteng
	10
	8.762

	9
	Pangkah
	23
	3.551

	10
	Slawi
	10
	1.389

	11
	Dukuhwaru
	10
	2.630

	12
	Adiwerna
	21
	2.386

	13
	Dukuhturi
	18
	1.748

	14
	Talang
	19
	1.839

	15
	Tarub
	20
	2.682

	16
	Kramat
	20
	3.849

	17
	Suradadi
	11
	5.573

	18
	Warureja
	12
	6.231

	Jumlah
	287
	87.878


Kecamatan yang mempunyai wilayah yang terluas adalah kecamatan Bumijawa (8.856 Ha), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Slawi (1.389 Ha). Kabupaten Tegal berbatasan dengan :

a. Sebelah utara
 berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa

b. Sebelah timur
berbatasan dengan Kabupaten Pemalang
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas

d. Sebelah barat
berbatasan dengan Kabupaten Brebes

b. Letak dan lokasi

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan ibukota Slawi dan terletak di : 108° 57'6" s/d 109° 21'30" BT dan antara 6°50'41" s/d 7° 15'30" LS. Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di Kota Slawi, lokasi strategis pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto / Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut jawa (pantura). Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat strategis dimana dilintasi oleh beberapa Jalur utama, sebagai berikut :

1. Jalan TOL Pejagan – Pemalang

2. Jalan Arteri Pantura Semarang - Tegal - Cirebon di sebelah utara

3. Jalan Arteri Primer Tegal – Cilacap

4. Jalan Arteri Sekunder Ketanggungan – Prupuk

5. Jalur Kereta Api Jakarta – Semarang – Surabaya

6. Jalur Kereta Api Jakarta - Cirebon – Yogyakarta

7. Jalur Kereta Api Tegal – Slawi - Purwokerto

c. Topografi

Kabupaten Tegal secara Topografi terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu:

1. Daerah pantai
: Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja

2. Daerah dataran rendah
: Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian    wilayah    Suradadi,    Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah

3. Daerah Dataran Tinggi
:
Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan air laut, Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut di bagi menjadi 4 (empat ) yaitu :

1. Wilayah Kramat sekitarnya
:
 11 Meter

2. Wilayah Slawi sekitarnya
:
 42 Meter

3. Wilayah Lebaksiu sekitarnya
:
 135 Meter

4. Wilayah Bumijawa sekitarnya
:
 949 Meter

2.
Aspek Kesehatan

a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pencegahan dan pengendalian penyakit mencakup penyakit menular dan penyakit tidak menular. Berikut capaian kinerja pencegahan dan pengandalian penyakit dari tahun 2015 – 2019:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015 – 2019
	No
	Uraian
	Satuan
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1.
	Cakupan bayi yang mendapat imunisasi lengkap
	%
	83
	96
	96
	95
	100,4

	2.
	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
	%
	100
	100
	100
	90
	100

	3.
	Prevalensi AFP Rate kasus Lumpuh layuh penderita per

100.000 penduduk <15th
	per 100.000 penduduk <

15 th
	0,66
	2
	2,28
	2,28
	2

	4.
	Angka Penemuan kasus TB
	per 100.000 penduduk
	81
	142
	215
	195
	256

	5.
	Angka Keberhasilan Pengobatan pasien TB
	%
	91
	93
	94,5
	88
	82

	6.
	Jumlah penemuan kasus baru HIV/AIDS
	Orang
	129
	141
	154
	158
	151

	7.
	Cakupan HIV/AIDS yang mendapat pengobatan ARV
	%
	53
	55
	57
	54
	73,4

	8.
	Angka Penemuan kasus baru

Kusta
	per 100.000

penduduk
	1,6
	1,3
	1,45
	1,48
	1,47

	9.
	Angka kesakitan DBD
	per 100.000 penduduk
	30
	43
	18
	5
	25,8

	10.
	Angka kematian DBD
	%
	2,8
	2,9
	1,2
	1,38
	0,8

	11.
	Cakupan penderita pneumonia balita yang ditangani
	%
	72,8
	115
	97
	93
	92,46

	12.
	Cakupan penderita Diare yang ditangani
	%
	195
	157,9
	130
	118
	101,1

	13.
	pelayanan kesehatan pada usia produktif
	%
	N/A
	N/A
	0,58
	34,67
	21,3

	14.
	pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
	%
	N/A
	N/A
	23,82
	24,07
	29,9

	15.
	pelayanan kesehatan penserita Diabetes Melitus
	%
	N/A
	N/A
	24,05
	14,18
	100

	16.
	pelayanan ksehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa

(ODGJ) berat
	%
	N/A
	N/A
	100
	36,83
	64,9


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tegal, Tahun 2020

b. Kesehatan Masyarakat

Capain kinerja pada Kesehatan Masyarakat antara lain:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Kesehatan Masyarakat Tahun 2015 – 2019
	No
	Uraian
	Satuan
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Cakupan penduduk yang

memiliki akses terhadap air minum berkualitas
	%
	62,3
	78,75
	84,98
	85,6
	90

	2
	Cakupan Penduduk yang

menggunakan jamban sehat
	%
	62,3
	78
	79,6
	84,46
	100

	3
	Cakupan kualitas air

minum yang memenuhi syarat
	%
	87
	43,69
	90
	86
	90

	4
	Cakupan desa yang

melaksanakan STBM
	%
	44,9
	52,9
	61,7
	63
	66,2

	5
	Cakupan desa ODF (Open Defecation Free) / SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)
	%
	7,6
	10,45
	16,72
	16,72
	100

	6
	Cakupan pembinaan

pengelolaan limbah medis fasyankes
	%
	25
	31,03
	35
	45
	76

	7
	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat

Kesehatan
	%
	55
	63,4
	75,86
	74
	75

	8
	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
	%
	84,6
	81,2
	80
	81
	81

	9
	Persentase Desa Siaga Strata Mandiri
	%
	3,8
	5,9
	7,7
	7,7
	11,7

	10
	Cakupan penjaringan

Siswa SD/MI
	%
	96,3
	96,1
	98,9
	98
	97,8


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tegal, Tahun 2020

Dinas Kesehatan telah menambah jumlah puskesmas mampu persalinan. Puskesmas mampu persalinan memberi pelayanan ibu melahirkan selama 24 jam. Puskesmas PONED dan mampu persalinan dapat memberikan pelayanan kesehatan ibu melahirkan yang terstandar, mengingat masih banyak ibu melahirkan di dukun bayi yang belum memenuhi standar pelayanan ibu melahirkan.

Saat ini cakupan Desa ODF (Open Defecation Free) atau Desa SBS (Stop Buang Air Besar) sebanyak 287 desa atau sebesar 100% dari 287 desa/kelurahan di Kabupaten Tegal. Capaian tersebut melebihi target tahun 2019, yaitu 6,97% atau sebanyak 20 desa/kelurahan. Walaupun belum berstatus ODF, sebanyak 177 desa sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Artinya, sebanyak 177 desa sedang berusaha meningkatkan kesehatan dengan 5 pilar STBM yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan/ Stop BABS, Cuci Tangan Pakai Sabun/ CTPS, Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga/ PAM-RT, Pengelolaan Sampah Rumah tangga, Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga. Hambatan yang dihadapi pada program ini antara lain budaya masyarakat terkait sanitasi, misal buang air besar di sungai dan kebun, membakar sampah plastik yang notabene mencemari udara, membuang sampah anorganik pada kebun dan tidak diolah dengan baik, dan belum semua masyarakat mempraktikkan cuci tangan pakai sabun dengan baik.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain pemberian bantuan jamban bagi masyarakat (pemicu) melalui kegiatan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), penyelenggaraan klinik sanitasi di puskesmas yang memberikan pelayanan konsultasi terkait sanitasi, dan kegiatan PDPM (Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat).

c. Kesehatan Keluarga

Indikator – indikator Kesehatan Keluarga antara lain:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kesehatan Keluarga Tahun 2015 – 2019
	No
	Uraian
	Satuan
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1.
	Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas

Kesehatan
	%
	74,25
	98,2
	97,25
	83,93
	98,01

	2.
	Cakupan ibu hamil mendapat layanan

Kesehatan
	%
	78,8
	100
	98,14
	94,78
	102,52

	3.
	Angka Kematian Ibu
	Per 100.000

kelahiran hidup
	120,8
	100,3
	52,6
	56
	44,54

	4.
	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
	%
	67,4
	94,5
	98,8
	88,6
	98,15

	5.
	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani
	%
	92
	99
	130
	100
	100

	6.
	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas
	%
	71
	94
	96,22
	91,67
	96,68

	7.
	Cakupan Ibu Hamil K4
	%
	69,16
	90,26
	92,61
	85,15
	94,7

	8.
	Cakupan Lansia terlayani kesehatan
	%
	78,39
	30,71
	66,19
	33,71
	49

	9.
	Angka Kematian Bayi
	Per 1.000

kelahiran hidup
	9,6
	9,7
	7,9
	6,7
	6,1

	10.
	Angka Kematian Balita
	Per 1.000

kelahiran hidup
	10,5
	11
	8,4
	7,1
	6,9

	11.
	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani
	%
	92,5
	99,1
	100
	100
	100

	12.
	Cakupan kunjungan bayi
	%
	99,2
	103,35
	98,2
	100
	100,2

	13.
	Prevalensi Balita gizi buruk
	%
	0,1
	0,16
	0,11
	0,066
	0,1

	14.
	Prevalensi Balita gizi baik
	%
	99,03
	98,54
	99,8
	98,65
	99,7

	15.
	Cakupan Balita gizi buruk

dan gizi kurang mendapat PMT
	%
	N/A
	N/A
	100
	100
	100

	16.
	Cakupan Anak usia 6-24

bln dari Gakin mendapat MP-ASI
	%
	17,63
	20
	88,58
	92
	92

	17.
	Cakupan Ibu Hamil KEK

mendapat PMT
	%
	100
	100
	100
	100
	100


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Kasus gizi buruk dan gizi kurang masih terjadi di Kabupaten Tegal. Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal antara lain memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada balita gizi buruk, pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk dan gizi kurang, pemberian MPASI pada balita dari keluarga miskin, dan pemberian pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK). Pelayanan kesehatan rutin yang dilakukan antara lain pemberian vitamin A dan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita di posyandu dan puskesmas. Hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran pada kegiatan pemberian MPASI. Hal ini menyebabkan MPASI hanya diberikan pada balita gizi kurang dari keluarga miskin. Balita gizi kurang dari keluarga mampu diberi penyuluhan terkait pemenuhan gizi seimbang bagi balita gizi kurang.
d. Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Kualitas pelayanan kesehatan terus ditingkatkan, diantaranya dengan akreditasi puskesmas, pembinaan pengelolaan kefarmasian, indikator – indikator pada program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan antara lain:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Tahun 2015 – 2019
	No
	Uraian
	Satuan
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1.
	Sarana pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai

Standar
	%
	65
	N/A
	90
	96,55
	100

	2.
	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
	%
	80
	N/A
	100
	99,51
	99,07

	3.
	Puskesmas terakreditasi
	%
	20,69
	48,28
	82,76
	100
	100

	4.
	Cakupan pelayanan perijinan
	%
	89,97
	N/A
	100
	100
	100

	5.
	Rata-rata pengunjung Pusat Pengobatan Tradisional/hari
	Orang
	20
	20
	35
	45
	50

	6.
	Penduduk peserta Jaminan Kesehatan Nasional
	%
	N/A
	N/A
	N/A
	80,04
	82,6


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tegal, Tahun 2020

Semua puskesmas di Kabupaten Tegal sudah terakreditasi, dengan status terakreditasi dasar, madya, dan utama. Belum ada puskesmas yang terakreditasi paripurna. Setiap tiga tahun, dilakukan reakreditasi untuk menjaga kualitas pelayanan.
BAB IV
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING KABUPATEN TEGAL
A.
Kasus Stunting Kabupaten Tegal

Dikutip dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal angka prevalensi stunting Kabupaten Tegal berdasarkan hasil elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir seperti pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Angka Pravelensi Stunting Kabupaten Tegal 2021-2023
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Sumber: Sekda Kabupaten Tegal

Penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 dilaporkan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa program-program seperti pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan mulai memberikan dampak positif. Pemerintah daerah juga kemungkinan besar telah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menekan angka stunting ini lebih jauh.

Namun, meskipun ada penurunan, prevalensi stunting tetap menjadi tantangan yang harus terus diatasi. Penting untuk terus memantau dan memperbaiki program yang ada agar tren penurunan ini dapat berlanjut hingga prevalensi stunting bisa ditekan ke tingkat yang lebih rendah lagi. Penguatan program di bidang pendidikan gizi, sanitasi, dan kesehatan ibu serta anak perlu terus menjadi prioritas untuk mencapai target yang lebih baik di masa mendatang.
Maka dari itu pemerntaah kabupaten tegal mengeluarkan kebijaka Pada Pasal 8 Perbub Kabupaten Tegal No 56 tahun 2019 BAB III tentang Pilar Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting bahwa:

1) Rencana aksi daerah penaggulangan gizi buruk dan stunting;
2) Komitmen stakeholder;

3) Kampanye dengan fokus pada pemahaman dan perubahan perilaku;

4) Sinkronisasi program nasional, daerah, desa dan masyarakat dan;

5) Pemantauan serta evaluasi

Pilar-pilar tersebut akan diidentefikasi menggunakan teori implementasi kebijakan edward III.
B. implementasi Kebijakan  Penanganan Stunting di Kabupaten Tegal
Implementasi Kebijakan penanganan stunting mengacu pada Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat  mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: 

1. Comunication/komunikasi, 

2. Resources/sumber daya, 

3. Disposition/disposisi

4. Bureaucratic Structure/struktur birokrasi
1. Communication/Komunikasi

 a.komunikasi stakeholder 
     Komunikasi pemerintaha  terhadap  penangaan stunting selain mengarahkan kepada dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, juga mengarahkan organisasi Fatayat Kabupaten Tegal.  Pada pengarahan kepada Jemaah Fatayat, pemerintah kabupaten tegal memerintahkan untuk  memberikan makanan gratis agar dapat memperbaiki gizi masyarakat, dan dapat mengurangi angka stuting.
   Komunikasi dalam kebijakan ini juga dituangkan dalam  Peraturan Pemerintah Kabupaten Tegal. 
Bentuk komunikasi dalamm kebijakan penanganan stunting ini yaitu Umi Azizah memerintahkan kepada Stakeholder  untuk mensosialisasikan dan menyampaikan komunikasi. Pemerintah Kabupaten Tegal mengajak tokoh masyarakat, seperti tokoh agama dan tokoh adat, untuk turut serta dalam kampanye penanggulangan stunting. Tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh yang besar di komunitas mereka, sehingga dapat membantu menyebarkan informasi yang benar tentang pentingnya gizi yang baik. Dengan informasi yang tepat, masyarakat dapat lebih waspada terhadap stunting dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.

b.forum diskusi masyarakat 

Selain itu, pemerintah juga menyediakan forum-forum diskusi yang melibatkan masyarakat untuk membahas masalah stunting. Forum ini menjadi tempat bagi masyarakat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran tentang cara-cara terbaik dalam menanggulangi stunting. Forum ini juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk menyampaikan program-program yang sedang dan akan dilaksanakan. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, upaya penanggulangan stunting dapat berjalan lebih sinergis.

Masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam perencanaan program penanggulangan stunting. Pemerintah Kabupaten Tegal membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan dan saran terkait program yang akan dilaksanakan. Partisipasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program penanggulangan stunting dapat lebih tepat sasaran dan memberikan hasil yang optimal.
Peran serta masyarakat juga diwujudkan melalui kegiatan gotong royong yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Gotong royong ini bisa berupa kegiatan bersih-bersih lingkungan atau kegiatan sosial lainnya yang mendukung program penanggulangan stunting. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan solidaritas antarwarga, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung pertumbuhan anak. Dengan adanya kegiatan gotong royong, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar.

Pemerintah Kabupaten Tegal juga mendorong swadaya masyarakat dalam penanggulangan stunting melalui berbagai inisiatif lokal. Salah satu contoh inisiatif ini adalah pemberian bantuan langsung kepada keluarga yang memiliki anak stunting. Bantuan ini bisa berupa paket gizi atau bantuan keuangan yang digunakan untuk membeli makanan bergizi. Swadaya masyarakat ini sangat membantu pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Tegal.
c.pembinaan masyarakat

Selain itu, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui berbagai program edukasi dan pelatihan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memberikan asupan gizi yang baik kepada anak-anak mereka. Misalnya, ibu-ibu diajarkan cara memasak makanan yang bergizi dan ekonomis. Dengan pembinaan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dalam menjaga kesehatan anak-anak mereka.

Pemerintah Kabupaten Tegal juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat dalam melaksanakan program penanggulangan stunting. Organisasi masyarakat, seperti Muslimat, memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kerja sama ini memperkuat upaya pemerintah dalam menyebarluaskan informasi tentang pentingnya gizi yang baik dan pencegahan stunting. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan program penanggulangan stunting dapat lebih efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Peran serta masyarakat juga ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh kader kesehatan. Kader kesehatan yang berasal dari masyarakat setempat dilatih untuk memberikan penyuluhan kepada warga mengenai pentingnya gizi yang baik. Kader ini juga bertugas untuk memantau kondisi gizi anak-anak di lingkungan mereka dan melaporkan jika ada kasus stunting. Dengan adanya kader kesehatan, informasi tentang stunting dapat lebih mudah disebarluaskan di tingkat masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tegal juga mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung kesehatan ibu dan anak. Misalnya, masyarakat dilibatkan dalam program Posyandu yang menjadi salah satu sarana penting untuk memantau kesehatan ibu hamil dan anak balita. Melalui Posyandu, masyarakat dapat memperoleh informasi dan layanan kesehatan secara gratis. Partisipasi aktif masyarakat dalam Posyandu sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan gizi yang cukup dan tumbuh dengan sehat.

Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berperan aktif dalam penanggulangan stunting. Apresiasi ini bisa berupa penghargaan atau sertifikat yang diberikan kepada individu atau kelompok yang telah memberikan kontribusi besar dalam program penanggulangan stunting. Dengan memberikan apresiasi, pemerintah berharap dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam upaya penanggulangan stunting. Dukungan dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan program penanggulangan stunting di Kabupaten Tegal. 
d.kampanye tentang penanganan stunting 

Komitmen stakeholder juga diwujudkan dalam bentuk dukungan politik dari pemerintah daerah. Bupati dan Wakil Bupati Tegal secara aktif terlibat dalam kampanye penanggulangan stunting, baik melalui media massa maupun kegiatan di lapangan. Dukungan politik ini sangat penting untuk memastikan bahwa program penanggulangan stunting mendapat prioritas dalam kebijakan daerah. Selain itu, dukungan ini juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dan berbagai pihak terkait.

Kampanye perubahan perilaku tidak hanya dilakukan di tingkat masyarakat umum, tetapi juga di lingkungan sekolah. Sekolah-sekolah di Kabupaten Tegal dilibatkan dalam kampanye penanggulangan stunting, dengan memberikan edukasi kepada siswa tentang pentingnya gizi yang baik. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa dapat membawa pengetahuan yang mereka peroleh ke keluarga mereka, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya.
3. Resources/sumber daya
a.Sumber Daya Manusia 

      Dalam penanganan stunting perlu adanya sumber daya yang mendukung dalam hal ini pemerintah kabub apaten tegal memastikan bahwa pegawai yang bekerja menangani stunting adalah pegawai yang memiliki kompetensi. Sumber daya dalam penangan stunting di Kabupaten Tegal yaitu dengan menyediakan pegawai pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya, seperti lulusan S1 Kesehatan, S1 Farmasi, Kedokteran, Kebidanan dan Ilmu Gizi. Jadi penangan stunding ini telah ditangani oleh pegawai yang memiliki kompetensi. Penyediaan sumberdaya manusia tercermin dalam PP Kabupaten Tegal yaitu: Pada Pasal 13 PP Kabupaten Tegal No 56 Tahun 2019:
a) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam penanggulangan gizi buruk dan  stunting  agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pada ayat tersebut tersirat bahwa dalam mengentaskan stunting perlu adanya pembinaan  kepada masyarakat, maka perlu adanya sumber daya yang kompeten dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

 Kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Tegal  yang dipelopori oleh pemerintah kabupaten tegal  yaitu dengan menyediakan pegawai atau tim yang ahli dan sumber anggaran. Masyarakat di Kabupaten Tegal memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan gizi buruk dan stunting. Peran serta ini diwujudkan dalam berbagai bentuk partisipasi aktif, mulai dari kehadiran di Posyandu hingga ikut serta dalam kampanye kesadaran. Masyarakat diharapkan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membantu menyebarkan informasi tentang pentingnya gizi yang baik. Dengan demikian, upaya penanggulangan stunting dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh semua lapisan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Tegal mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan penanggulangan stunting. Salah satu bentuk partisipasi adalah dengan memberikan masukan dan menyampaikan permasalahan terkait stunting kepada pemerintah. Masyarakat dapat melaporkan jika menemukan kasus stunting di lingkungan mereka, sehingga dapat segera ditangani oleh pihak yang berwenang. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa program penanggulangan stunting berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Peran serta masyarakat juga diperkuat melalui berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah,Salah satu contohnya adalah program Rames Saceting, di mana masyarakat dilibatkan dalam penggalangan dana untuk membantu anak-anak yang mengalami stunting. Program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu secara finansial, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan program penanggulangan stunting dapat berjalan lebih berkelanjutan.
Selain organisasi masyarakat, pihak swasta juga turut berperan dalam upaya penanggulangan stunting. Beberapa perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan bantuan berupa bahan pangan bergizi, seperti telur, kepada masyarakat. Bantuan ini disalurkan melalui kecamatan dan desa-desa yang memiliki angka stunting tinggi. Peran serta pihak swasta ini sangat membantu dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Tegal..
b.Anggaran  

dalam penanganan stunting pemerintah kabupaten tegal juga menyediakan sumber daya financial, sebagai sumber dana untuk penanganan stunting Pada rencana aksi daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program penanggulangan stunting, Anggaran penanganan stunting di Kabupaten Tegal mencapai Rp64,6 miliar di tahun 2023 ,Anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan, mulai dari kampanye sosialisasi hingga intervensi langsung di lapangan. Dinas Kesehatan berperan dalam menyusun usulan anggaran ini, yang kemudian disetujui oleh Bappeda dan BPKAD. Dengan anggaran yang memadai, program penanggulangan stunting dapat dilaksanakan secara maksimal 
         c.sarana dan prasarana 

         Sarana dan prasarana yang memadai menjadi fondasi kuat dalam pelaksanaan berbagai program penanganan stunting di kabupaten Fasilitas-fasilitas ini mendukung upaya peningkatan gizi masyarakat, terutama ibu hamil dan anak balita.

· Puskesmas dan Posyandu: 

Puskesmas dan Posyandu berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar. Di sini, dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin, pemberian imunisasi, serta penyuluhan tentang gizi seimbang.
· Rumah Sakit: 

Rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif, termasuk penanganan kasus gizi buruk yang parah. Selain itu, rumah sakit juga menjadi rujukan bagi pasien yang membutuhkan perawatan khusus.
· Kantor Dinas Kesehatan: 

Sebagai pusat koordinasi, Dinas Kesehatan berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program penanganan stunting di tingkat kabupaten.
3.Disposition/disposisi

Disposisi atau sikap terhadap implementasi kebijakan  adalah faktor penting ketiga dalam pemeriksaan kita terhadap implementasi kebijakan publik. dalam penanganan stunting tidak terlepas dari aspek disposisi. Implementasi kebijakan ini yaitu menunjukkan kemampuan pemerintah kabupaten tegal bertanggung jawab dalam mengatur perangakat OPD dalam menggerakkan semua komponen dalam menangani stunting.  Hal ini sesuai dengan PP Kabupaten Tegal sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 9 PP Kabupaten Tegal Tahun 2019 bahwa:
a) Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan gizi buruk dan  stunting  dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah Non Pemerintah, masyarakat dan pelaku lain di Kabupaten Tegal.

b) Koordinasi pelaksanaan RAD Penanggulangan gizi buruk dan stunting  sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tegal.

 Pemerintah daerah menginisiasi kerjasama  dengan berbagai pihak, termasuk Bappeda dan Dinas Kesehatan, untuk memastikan rencana aksi ini dapat diimplementasikan penanganan stunting dengan baik. Komitmen dari seluruh stakeholder merupakan pilar kedua yang sangat penting dalam penanggulangan stunting. Semua pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah hingga organisasi masyarakat, berperan aktif dalam menjalankan program-program yang telah dirancang. Komitmen ini tidak hanya dalam bentuk dukungan moral, tetapi juga dalam pelaksanaan konkret program di lapangan. Dinas Kesehatan, misalnya, memiliki peran kunci dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

Pemerintah kabupaten tegal juga membangun  kerja sama  dengan berbagai stakeholder. Komitmen stakeholder diwujudkan dalam bentuk kerjasama lintas sektor yang melibatkan berbagai OPD dan organisasi masyarakat. Misalnya, kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, organisasi masyarakat seperti Muslimat juga dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dengan adanya kerjasama ini, program penanggulangan stunting dapat berjalan lebih efektif.

Sinkronisasi program dilakukan melalui koordinasi antara  pemerintah daerah  dalam hal ini Umi Azizah selaku Bupati Kabupaten Tegal. Setiap desa diminta untuk menyusun rencana aksi yang sejalan dengan program nasional dan daerah. Pemerintah desa juga dilibatkan dalam pelaksanaan program di lapangan, sehingga program tersebut dapat lebih dekat dengan masyarakat. Sinkronisasi ini juga melibatkan pihak swasta dan LSM yang berperan dalam mendukung program penanggulangan stunting.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS). TPPS bertugas memonitor pelaksanaan program di lapangan dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai sejauh mana program yang telah dijalankan berhasil dalam menurunkan angka stunting. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk melakukan perbaikan pada program yang kurang efektif.

Rencana aksi daerah juga mencakup upaya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Kabupaten Tegal. Tenaga kesehatan, seperti bidan dan dokter, diberikan pelatihan khusus terkait penanganan stunting. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan tenaga kesehatan yang kompeten, diharapkan penanganan stunting di Kabupaten Tegal dapat lebih optimal.

Pemantauan dan evaluasi juga mencakup analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk data kesehatan dari Puskesmas dan Posyandu. Data ini kemudian dianalisis untuk melihat tren penurunan stunting di Kabupaten Tegal. Dengan menggunakan data yang akurat, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam merancang program-program penanggulangan stunting di masa mendatang. Analisis data ini juga digunakan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang masih memerlukan intervensi lebih lanjut. 
      Pemerintah kabupaten tegal menekankan bahwa peran serta masyarakat merupakan aspek penting dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Tegal. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan gizi yang baik bagi anak-anak mereka sangat mempengaruhi keberhasilan program penanggulangan stunting. Pemerintah Kabupaten Tegal melalui berbagai program dan kampanye terus berupaya meningkatkan kesadaran ini. Salah satunya adalah melalui sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, seperti ulama dan pemimpin adat, yang memiliki pengaruh besar di masyarakat.

Organisasi masyarakat seperti Muslimat NU juga berperan aktif dalam penanggulangan stunting. Muslimat NU, misalnya, secara rutin mengadakan kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil dan anak-anak. Selain itu, mereka juga terlibat dalam program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita yang mengalami gizi kurang. Keterlibatan organisasi masyarakat ini sangat penting untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu fokus dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Tegal. Melalui program-program pemberdayaan, masyarakat didorong untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarganya. Contohnya adalah program pengembangan pertanian lokal yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan bergizi di tingkat rumah tangga. Dengan adanya program ini, masyarakat dapat mengakses bahan pangan bergizi dengan lebih mudah dan terjangkau.

Keterlibatan masyarakat dalam program-program Posyandu juga menjadi kunci dalam penanggulangan stunting. Posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa, memainkan peran penting dalam pemantauan pertumbuhan anak. Masyarakat didorong untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu, seperti penimbangan dan pemeriksaan kesehatan anak. Partisipasi yang aktif ini membantu dalam mendeteksi dini kasus stunting dan memungkinkan penanganan yang lebih cepat.

4.Bureaucratic Structure/struktur birokrasi.

        Kehadiran birokrasi yang baik merupakan sebuah modal yang penting untuk menangani stunting. Maka dari itu Pemerintah kebupaten tegal , telah di menerbitkan  perbub No 56  Pasal 11 Perbub Kabupaten Tegal Tahun 2019, tentang kelembagaan dan tanggung jawab :

(1)Bupati bertanggung jawab terhadap Penanggulangan gizi buruk dan stunting di Daerah dan secara teknis dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan.

(2) Pelimpahan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibantu oleh Tim Penanggulangan gizi buruk dan stunting Kabupaten Tegal.

(3) Tim Penanggulangan gizi buruk dan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Timn Penanggulangan gizi buruk dan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:

a) Pemerintah;

b) Masyarakat;

c) Akademisi;

d) Praktisi;dan

e) Pelaku Usaha.

(5) Tim Penanggulangan gizi buruk dan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan.

(6) Tugas Tim Penanggulangan Gizi buruk dan stunting Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a) melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya Penanggulangan gizi buruk dan stunting;

b) mengkaji dan menganalisa permasalahan gizi buruk dan stunting di Daerah;

c) merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program Penanggulangan gizi buruk dan stunting di Daerah yang berkelanjutan;

d) memberikan sosialisasi program Penanggulangan gizi buruk dan stunting;

e) pemantauan dan mengevaluasi program Penanggulangan gizi buruk dan stunting di Kabupaten Tegal;

f) memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya Penanggulangan gizi buruk dan stunting di daerah;dan

g) menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan gizi buruk dan stunting kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

Struktur organisasi disini adalah berfungsinya seluruh bagian dari sturktur organisasi yang menangani stunting. Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam hal ini Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Pemantauan inmi penting untuk memastikan bahwa program-program yang telah dijalankan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang diharapkan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan pemantauan yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa upaya penanggulangan stunting berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.
Sinkronisasi program antara pemerintah pusat, daerah, desa, dan masyarakat menjadi pilar keempat dalam penanggulangan stunting. Pemerintah Kabupaten Tegal memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan di daerah sejalan dengan kebijakan nasional. Sinkronisasi ini bertujuan agar setiap program yang dijalankan dapat saling mendukung dan memperkuat, sehingga target penurunan stunting dapat tercapai. Selain itu, sinkronisasi ini juga memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal.

Sinkronisasi program juga melibatkan pemerintah provinsi sebagai pihak yang memberikan arahan dan dukungan kepada pemerintah kabupaten. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, misalnya, memberikan pedoman teknis dan bantuan anggaran untuk program penanggulangan stunting di Kabupaten Tegal. Sinkronisasi ini penting untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Tegal sejalan dengan kebijakan dan program yang diterapkan di tingkat provinsi.
Umi Azizah menjelaskan bahwa, dalam peanganan stunting, tidaklah berjalan  mulus, akan tetapi terdapat hambatan-hambatan yaitu rendahnya kesadarn masyarakat untuk memeriksakan status gizi balitanya, keterbatasan tenaga medis, sehingga pelayanan tidak maksimal, kurangnya koordinasi pada stakeholder, faktor sosial  budaya dimana banyak budaya pola asuh masyarakat yang salah,  data terkait stunting yang tidak konsisten,  rendahnya kunungan masyarakat ke posyandu,  stigma negative tentang stunting, kurang meratnya bantuan, keterbatasan anggaran dan adanya pandemi covid, sehingga pemerintah daerah lebih fokus dalam penangan covid 19. 
Upaya pemerintahan  untuk menghadapi hambatan tersebut yaitu dengan  memastikan OPD, salah satunya adalah Dinas Kesehtaan Kabupaten tegal , berperan banyak dalam penaganan stunting. Dinas Kesehatan melakukan kampanye perubahan perilaku juga mencakup edukasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui mengenai pentingnya asupan gizi yang seimbang. Edukasi ini dilakukan melalui Posyandu dan Puskesmas, di mana ibu-ibu diberikan informasi tentang cara memberikan gizi yang baik kepada anak-anak mereka. Selain itu, kampanye ini juga menekankan pentingnya pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan akan terjadi perubahan perilaku yang positif dalam pemberian gizi kepada anak.
Umi Azizah menjelaskan bahw a peran serta masyarakat juga terlihat dalam program-program yang digerakkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal bersama dengan LSM dan organisasi masyarakat lainnya. Misalnya, dalam program edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif dan pola makan yang baik bagi bayi dan anak-anak. Keterlibatan masyarakat dalam program ini membantu meningkatkan pemahaman dan penerapan praktik-praktik gizi yang baik di rumah tangga.

Kerjasama antara pemerintahan yang ditangani oleh Umi Azizah dan masyarakat juga diperkuat melalui kegiatan gotong royong yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Gotong royong ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk dukungan moral dan partisipasi aktif dalam program-program penanggulangan stunting. Misalnya, masyarakat secara sukarela memberikan waktu dan tenaga mereka untuk mendukung kegiatan Posyandu atau untuk membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan.

Pemerintah Kabupaten Tegal juga terus mendorong peran serta masyarakat dalam bentuk partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Dalam forum ini, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka terkait dengan upaya penanggulangan stunting. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes, program-program yang dirancang dapat lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan lebih efektif dalam menurunkan angka stunting.

Pendidikan gizi kepada masyarakat juga menjadi salah satu fokus dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Tegal. Pemerintah bersama dengan Puskesmas dan Posyandu mengadakan berbagai kegiatan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang. Kegiatan ini tidak hanya ditujukan kepada ibu-ibu, tetapi juga kepada seluruh anggota keluarga, termasuk para remaja. Dengan pendidikan gizi yang baik, diharapkan masyarakat dapat menerapkan pola makan yang sehat dan bergizi.

Masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan stunting. Misalnya, melalui kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk untuk melakukan pemantauan di lapangan. Kelompok-kelompok ini bertugas untuk mengumpulkan data dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentang kondisi di lapangan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pemantauan ini, program penanggulangan stunting dapat lebih transparan dan akuntabel.

BAB V

HAMBATAN DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DALAM PENANGANAN STUNTING 
Dalam pelaksanaan kebijakan penangan stunting mengalami beberapa hambatan yang mengakibatkan tidak berjalan nya suatu kebijakan dengan baik,  sehingga peneliti mencoba mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan :
1. Communication/Komunikasi
Dalam implementasi kebijakan komunikasi memegang peranan penting dalam penanganan stunting kabupaten tegal ,sehingga perlu adanya optimalisasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar informasi tersampaikan dengan baik  ,akan tetapi tidak semua komunikasi berjalan dengan baik ,dalam penangan stunting kabupaten tegal mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan ketidak maksimalan dalam penerapan suatu kebijakan,adapun hambatan-hambatan tersebut adalah  :
1. Koordinasi Antar Sektor yang Belum Optimal

Koordinasi antar sektor, meskipun sudah berjalan, masih belum optimal dalam menangani stunting. Keterlibatan banyak pihak, seperti OPD lain dan organisasi masyarakat, memerlukan sinergi yang lebih kuat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Rapat koordinasi yang dilakukan sering kali tidak diikuti dengan aksi nyata di lapangan, sehingga penanganan stunting tidak berjalan maksimal. Dalam beberapa kasus, anggaran yang diperlukan untuk penanganan juga tidak disetujui atau terhambat karena kurangnya kesepahaman antar sektor.
2. Rendahnya Partisipasi Kunjungan Posyandu

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu masih rendah, yang berakibat pada kurangnya deteksi dini stunting. Posyandu adalah tempat penting untuk pemantauan pertumbuhan anak, namun tingkat kunjungan yang rendah menghambat penanganan stunting secara efektif. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman akan pentingnya posyandu dan ketidaknyamanan orang tua untuk membawa anak mereka ke sana. Perlu ada strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi ini, misalnya dengan melibatkan lebih banyak tokoh masyarakat dalam kampanye kesehatan.

3. Faktor Sosial ,Budaya dan kurang nya pendidikan 
Faktor sosial budaya dan juga kurang nya pendidikan  juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan stunting di Kabupaten Tegal. Banyak keluarga yang memiliki pola asuh yang kurang tepat, yang diperburuk oleh pernikahan dini dan kurangnya pendidikan tentang kesehatan anak. Masyarakat sering kali menganggap stunting sebagai hal yang memalukan, sehingga mereka enggan mencari bantuan. Kesadaran mengenai pentingnya pola makan dan gizi yang baik masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih sensitif terhadap budaya local,

4. Data yang Tidak Konsisten

Konsistensi data mengenai stunting masih menjadi masalah di Kabupaten Tegal. Perbedaan antara data survei dan data yang dilaporkan secara rutin menunjukkan adanya ketidakakuratan dalam pelaporan. Hal ini dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil karena keputusan didasarkan pada data yang kurang valid. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan konsistensi data sangat penting agar kebijakan yang diterapkan bisa lebih tepat sasaran.
2.Resources/sumber daya
1.Kurangnya Tenaga Medis Spesialis

Kurangnya tenaga medis spesialis, terutama dokter anak, menjadi hambatan signifikan dalam penanganan stunting. Penanganan stunting yang efektif memerlukan intervensi langsung dari dokter anak, namun ketersediaan dokter di Kabupaten Tegal masih terbatas. Hal ini berdampak pada kemampuan untuk memberikan penanganan optimal kepada anak-anak yang sudah terdeteksi stunting. Upaya pencegahan melalui program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tetap berjalan, namun tanpa dukungan tenaga medis yang memadai, efektivitas program ini berkurang.
2.Keterbatasan Anggaran

Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting, keterbatasan dana masih menjadi masalah. Anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan seluruh program penanganan stunting, terutama di wilayah-wilayah yang paling terdampak. Akibatnya, beberapa program penting harus ditunda atau dikurangi skalanya. Selain itu, proses penganggaran yang melibatkan banyak pihak seringkali memperlambat pencairan dana yang dibutuhkan segera.

gizi yang baik masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih sensitif terhadap budaya lokal.
3.Ketidakmerataan Distribusi Bantuan

Distribusi bantuan dalam penanganan stunting, seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan bantuan dari CSR, tidak merata di seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Ada daerah yang lebih banyak menerima bantuan dibandingkan dengan daerah lain, yang bisa jadi lebih membutuhkan. Ketidakmerataan ini menyebabkan ketimpangan dalam penanganan stunting, sehingga upaya penurunan stunting tidak bisa merata di seluruh wilayah. Penyebab ketidakmerataan ini termasuk kurangnya koordinasi antar sektor dan kendala logistik.
3.Disposition/disposisi
1. Stigma Sosial terhadap Stunting

Stigma sosial terhadap anak yang mengalami stunting menjadi salah satu hambatan besar dalam penanganan masalah ini. Banyak orang tua yang merasa malu atau tersinggung ketika anak mereka didiagnosis mengalami stunting, sehingga enggan melanjutkan pemeriksaan atau mengikuti program penanganan. Stigma ini tidak hanya menghambat upaya penanganan tetapi juga mempengaruhi keberhasilan sosialisasi tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak. Upaya untuk mengurangi stigma ini memerlukan pendekatan yang lebih persuasif dan sensitif.
2. Ketidakmerataan Distribusi Bantuan

Distribusi bantuan dalam penanganan stunting, seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan bantuan dari CSR, tidak merata di seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Ada daerah yang lebih banyak menerima bantuan dibandingkan dengan daerah lain, yang bisa jadi lebih membutuhkan. Ketidakmerataan ini menyebabkan ketimpangan dalam penanganan stunting, sehingga upaya penurunan stunting tidak bisa merata di seluruh wilayah. Penyebab ketidakmerataan ini termasuk kurangnya koordinasi antar sektor dan kendala logistik.
4.Bureaucratic Structure/struktur birokrasi
1. Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap program penanganan stunting di Kabupaten Tegal. Pembatasan aktivitas masyarakat dan fokus pemerintah pada penanganan pandemi membuat program-program stunting menjadi tidak berjalan optimal. Selain itu, pandemi juga memperburuk kondisi ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi asupan gizi anak-anak. Untuk kembali meningkatkan efektivitas program stunting, diperlukan strategi pemulihan yang komprehensif pasca pandemi.
Di samping  kendala tersebut, variabel yang menghambat penanganan stunting antara lain: 
a. Pendapatan rumah tangga.

Pendapatan keluarga yang memadai akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak karena orang tua mampu memenuhi semua kebutuhan dasar mereka. Dewi dan Ariani, 2022. Keluarga dengan sumber daya keuangan yang lebih besar memiliki daya beli yang lebih baik untuk memperoleh makanan dan barang konsumsi penting lainnya yang penting untuk menjaga kesehatan anak. Akibatnya, anak-anak ini tidak mudah mengalami situasi yang dapat menyebabkan stunting atau stunting parah (Arif et al., 2020).

Pemenuhan kebutuhan makanan di rumah yang tidak memadai, terutama pada balita, menyebabkan kekurangan gizi, yang berdampak buruk pada perkembangan generasi baru yang tidak berkualitas. Kegagalan dalam mengatasi masalah ini akan menyebabkan hilangnya satu generasi, yang membahayakan kelangsungan beberapa kepentingan nasional dan negara dalam jangka menengah hingga panjang. Status gizi secara tidak langsung dipengaruhi oleh praktik orang tua, aksesibilitas pangan, dan faktor sosial ekonomi. Arlius et al. (2017)
b.Genetika

Faktor genetik merupakan fondasi penting bagi hasil proses tumbuh kembang anak. Instruksi genetik di dalam sel telur yang dibuahi menentukan kualitas dan tingkat perkembangan (Julianti et al., 2019). Latif dan Istiqomah (2017) mengatakan bahwa faktor genetik berasal dari gen yang diwarisi dari kedua orang tua dan bersifat kekal. Ini merupakan modal dasar yang dibutuhkan untuk mencapai hasil akhir dari proses tumbuh kembang.

Tinggi badan orang tua berhubungan dengan pertumbuhan fisik anak-anaknya. Salah satu atau kedua orang tua dengan perawakan pendek akibat kondisi patologis, seperti kekurangan hormon pertumbuhan, memiliki gen dalam kromosom mereka yang memberikan sifat-sifat yang berhubungan dengan tinggi badan yang rendah, sehingga meningkatkan kemungkinan anak mewarisi gen ini dan mengalami gangguan pertumbuhan.

Dampak genetik ini bersifat heredo-konstitusional, yang berarti bahwa konstitusi individu dipengaruhi oleh faktor keturunan. Seseorang dapat dengan mudah mengklaim bahwa seorang anak akan menjadi besar dan tinggi jika kedua orang tuanya sama-sama besar dan tinggi. Variabel genetik akan memengaruhi laju pertumbuhan, pematangan tulang, nutrisi, organ reproduksi, dan sistem saraf (Oktarina & Sudiarti, 2014). Lebih lanjut, Rahayu et al. (2015) mengatakan bahwa ketika kedua orang tua bertubuh pendek, keturunannya cenderung bertubuh pendek akibat mewarisi gen yang terkait dengan sifat kerdil yang ada dalam kromosom.
d. Pendidikan Orang Tua 
Tingkat pendidikan sering kali memengaruhi peluang kerja, dengan pendidikan yang lebih tinggi dikaitkan dengan peningkatan pilihan profesi. Selain itu, orang dengan tingkat pendidikan tinggi sering kali memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengasimilasi informasi, sehingga mereka lebih siap untuk berkonsultasi (Saputra et al., 2022). Pendidikan orang tua yang efektif dapat memperoleh informasi yang luas dari sumber eksternal, khususnya tentang praktik pengasuhan yang optimal, pemeliharaan kesehatan, dan teknik pendidikan (Wikayah & Sulistyoningsih, 2023). Tingkat pendidikan, khususnya pendidikan ibu, memengaruhi hasil kesehatan. Peran ibu sangat penting dalam memengaruhi kebiasaan makan anak, karena ia bertanggung jawab atas perencanaan menu, belanja bahan makanan, memasak, menyiapkan makanan, dan menyajikan makanan. Selain itu, ibu dengan pendidikan minimal SMP sering kali menunjukkan peningkatan kemampuan mengasuh anak dan lebih cakap dalam memilih gizi yang tepat untuk anak-anaknya. Ibu dengan pendidikan minimal SMP memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi tentang status gizi dan kesehatan anak-anaknya, sehingga meningkatkan pemahaman mereka. Informasi ini kemudian digunakan dalam proses pengasuhan anak, sehingga meningkatkan kondisi gizi dan kesehatan anak (Hatta et al., 2022).

Pencapaian pendidikan orang tua yang tidak memadai meningkatkan risiko terhambatnya pertumbuhan pada balita, mungkin karena hubungan antara pendidikan orang tua yang terbatas, pendapatan yang buruk, dan pengasuhan serta perhatian anak yang tidak optimal. Selain itu, pencapaian pendidikan ibu yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan kemampuan untuk memperoleh pengetahuan praktis dan pendidikan informal, terutama melalui televisi, surat kabar, radio, dan media sejenis (Hatta et al., 2022).

d. ASI

Insulin Anti-Keringat (ASI) bukanlah minuman. Selama enam bulan pertama kehidupannya, bayi baru lahir sebaiknya hanya mengonsumsi ASI. Bayi mendapatkan banyak nutrisi yang dibutuhkannya dari ASI. Selain itu, enzim pencernaan yang terdapat secara alami dalam ASI membantu sistem pencernaan bayi dalam mengolah dan menyerap nutrisi. Sayangnya, enzim pencernaan dalam sistem bayi belum cukup saat baru lahir. Bayi tidak akan mengalami malnutrisi jika ASI diformulasikan dengan nutrisi yang baik. Menurut Wijaya (2019), ASI membantu bayi berkembang secara normal karena kandungannya disesuaikan dengan kemampuan pencernaannya. Karena komposisinya, ASI sangat membantu pertumbuhan bayi, yang pada gilirannya meningkatkan perkembangan dan pertumbuhannya saat dikonsumsi. Karena ASI mengandung antibodi seluler dan humoral, anak-anak yang meminumnya jarang jatuh sakit. ASI juga mengandung hormon dan enzim. Bayi terlindungi dari beberapa penyakit infeksi oleh komponen imunologis yang terdapat dalam kolostrum, khususnya Imunoglobulin A (IgA). Konsentrasi imunoglobulin A (IgA) dalam ASI dan kolostrum jauh lebih tinggi. Meskipun sistem pencernaan tidak dapat menyerap IgA sekretori, ia mampu menetralkan virus dan bakteri berbahaya seperti E. coli. Asam lemak tak jenuh rantai panjang asam dokosaheksaenoat (DHA) dan asam arakidonat (AA) yang ditemukan dalam ASI memainkan peran penting dalam pematangan neuron yang tepat. ASI memiliki cukup DNA dan asam amino untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan otak yang sehat pada bayi (Wijaya, 2019). Selain itu, oligosakarida, yang merupakan prebiotik, hadir dalam ASI. Sistem kekebalan tubuh dirangsang, infeksi bakteri patogen dihambat, dan jumlah bifidobacteria dalam mukosa meningkat melalui interaksi prebiotik dengan sel epitel usus, yang menurunkan pH usus. Menurut Wijaya (2019), status stunting anak dapat dipengaruhi oleh penggunaan ASI sebagai obat anti infeksi.

Menurut Simbolon et al. (2021), bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif memiliki risiko tinggi mengalami stunting. Peneliti di Aceh, Al Rahmad et al. (2013), menemukan bahwa bayi yang ibunya tidak mendapatkan ASI eksklusif jauh lebih mungkin mengalami stunting.
e.Berat Badan Bayi Baru Lahir

Terdapat korelasi antara berat badan lahir bayi dengan perkembangan linear selanjutnya. Bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) ditandai dengan pertumbuhan intrauterin yang terhambat baik secara akut maupun kronis. Bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah lebih rentan terhadap penyakit menular dan diare, sehingga berisiko mengalami keterlambatan perkembangan dan gangguan selama masa bayi (N. T. Dewi & Widari, 2018).

f. Jumlah keturunan

Jika ada beberapa anak yang tinggal dalam satu atap, mungkin sulit untuk memberikan perhatian dan perawatan secara individual kepada masing-masing anak, terutama jika mereka tinggal terlalu jauh. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi merupakan akibat langsung dari tidak adanya kasih sayang dan perhatian yang ditunjukkan kepada anak-anak oleh keluarga berpenghasilan rendah (Masi, 2021).

g. Peran Orang Tua

Bekerja dapat mendatangkan uang. Jika orang tua memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, anak-anak akan lebih mudah tumbuh dan berkembang (Livana PH et al., 2019).

h. Jenis Kelamin Anak Usia Prasekolah

Perempuan dalam masyarakat tradisional memiliki tingkat kematian dan kelaparan yang signifikan karena status sosial mereka yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (Satria et al., 2023).

i. Pola Asuh

Ikatan ibu-anak merupakan ukuran keterlibatan ibu dalam perawatan dan perkembangan anaknya. Posisi ibu dalam rumah tangga memiliki dampak yang signifikan terhadap cara makan anaknya. Dukungan emosional dan perkembangan anak bergantung pada pola asuh yang mereka alami, khususnya kebutuhan akan kontak fisik dan psikologis dengan ibu mereka untuk mengekspresikan cinta (Aritonang, 2012).

j. Tempat Memandikan

Kebersihan lingkungan sekitar mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Perkembangan penyakit sebagian besar dipengaruhi oleh kebersihan pribadi dan lingkungan. Anak-anak yang tidak mempraktikkan kebersihan yang baik lebih mungkin terkena penyakit menular (Yarah & Ramadhani, 2023).

Bakteri dapat berkembang biak di lingkungan yang kurang menjaga kebersihan. Kesehatan anak dapat terpengaruh secara negatif jika patogen masuk ke dalam tubuh melalui makanan rumahan. Misalnya, anak tersebut bisa mengalami diare, yang dapat menyebabkan dehidrasi dan kekurangan vitamin. Keterlambatan penyerapan nutrisi dapat menyebabkan perkembangan terhambat pada anak dengan diare kronis kecuali kondisi tersebut ditangani dengan nutrisi yang tepat (Desyanti & Nindya, 2017).

a. Penyakit

Penyakit termasuk diare, infeksi cacing, dan penyakit gastrointestinal berkembang biak di lingkungan yang tidak bersih. Malnutrisi terjadi ketika seorang anak kehilangan kemampuan untuk menyerap nutrisi karena suatu penyakit (Yuliastuti & Barkinah, 2019).

1. Generasi

Menurut penelitian yang dilakukan di Indonesia, stunting cukup umum terjadi (Tebi et al., 2022). Stunting paling umum terjadi antara usia 6 dan 24 bulan pada balita, yang jatuh antara 1000 hari pertama kehidupan, saat perkembangan anak paling cepat, hingga mereka mencapai usia 2 tahun. Stunting balita lebih umum terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan; bahkan, hal ini dua kali lebih umum terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Sejumlah faktor yang memengaruhi frekuensi stunting:

1. Tinjauan Riwayat Laktasi

Berdasarkan data sekunder ini, Friska Meilyasari (2014) menyimpulkan bahwa ibu subjek memberikan ASI dan susu formula kepada bayi, memberikan ASI eksklusif selama beberapa waktu, dan memberikan makanan tambahan yang terlalu muda untuk ukuran tubuh anak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Marlon Pangkong (2014) dari Puskesmas Sonder yang menemukan bahwa stunting tidak disebabkan oleh pemberian ASI eksklusif, berat badan lahir rendah, atau makanan pendamping ASI. Namun, faktor risiko terjadinya stunting antara lain usia kehamilan pendek, usia pertama kali menyusui, dan jarak kelahiran bayi yang pendek.
2. Tingkat Pendidikan di Rumah

Menurut Saravina (2017), kemampuan ibu untuk memberikan ASI eksklusif dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ibu. Konsisten dengan temuan Chaudhury di Bangladesh, penelitian ini menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan ayah mengurangi pemahaman anak-anak tentang pola makan sehat dan kebiasaan mengasuh anak, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan orang tua mereka untuk mendukung keluarga mereka secara finansial.

3. Dukungan Sebaya

Hubungan yang kuat antara tingkat sosial ekonomi dan prevalensi stunting pada balita ditunjukkan oleh Rizki Kurnia Illahi (2017). Jika pendapatan keluarga rendah, mereka akan kesulitan membeli makanan, dan daya beli mereka juga dipengaruhi oleh pendapatan mereka. Kuantitas, kualitas, dan keragaman makanan yang berkurang umum terjadi pada anak-anak dari rumah tangga berpenghasilan rendah. 
4. Tinjauan tentang Masa Lalu dan Sekarang Berat Badan Lahir Rendah

Meilyasari (2014) menunjukkan bahwa riwayat berat badan lahir rendah bukan merupakan faktor risiko stunting, karena pengaruh substansial berat badan lahir terhadap stunting sebagian besar terlihat selama enam bulan pertama kehidupan, kemudian menurun hingga usia 18-24 bulan. Jika bayi memenuhi tonggak pertumbuhan selama enam bulan pertama, perkembangan normal kemungkinan akan berlanjut. Balita dengan berat badan lahir rendah mempunyai risiko lebih tinggi untuk mengalami stunting dibandingkan dengan balita dengan berat badan normal, bertentangan dengan anggapan sebelumnya. Selain itu, kondisi BBLR tidak akan menghambat pertumbuhan balita jika balita tersebut memperoleh gizi yang cukup dan berada dalam lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya. 
5. Tinjauan Infeksi Diare di Masa Lalu

Roudhotun Nasikhah dan Ani Margawati (2012) menunjukkan bahwa riwayat diare bukan merupakan faktor risiko terjadinya stunting, karena tidak terdapat hubungan yang signifikan antara morbiditas diare pada anak stunting dengan anak yang tidak stunting. Evaluasi riwayat infeksi diare dibatasi selama tiga bulan, dengan mengabaikan riwayat infeksi pada tahun sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wiwien, Martha, Kartasurya, dan M. Zen (2016) yang menemukan bahwa memiliki riwayat infeksi diare tidak meningkatkan risiko terjadinya stunting. Hal ini dikarenakan diare biasanya cepat sembuh dan tidak mempengaruhi status gizi, yang dapat diperbaiki melalui pemberian gizi yang tepat. 
6. Pola Makan

Risani Rambu Podu Loya dan Nuryanto (2016) menyatakan bahwa pola makan orang tua merupakan faktor risiko yang cukup besar terhadap kejadian stunting, sebagian besar disebabkan oleh pemberian makanan sehari-hari yang monoton dan kurangnya kesadaran ibu terhadap kebutuhan gizi anak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Novita, Kusnandar, dan Sapja (2018) yang menunjukkan bahwa pola asuh orang tua merupakan faktor risiko terjadinya stunting, karena ibu balita stunting sering mengabaikan kebutuhan gizi saat menyusui. Hal ini akan mempengaruhi asupan makan balita.
BAB VI
PENUTUP

A.
Kesimpulan

Dari hasil uraian pada bab-bab sebelumnya tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal tentang stunting yang dituangkan dalam PP Kab Tegal no 59 tahun 2018, mendengarkan hasil wawancara dan studi Pustaka dari data BPS maka dapat diambil Kesimpulan bahwa :

1. Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal tentang stunting sudah maksimal akan tetapi perlu ldisempurnakan lagi karena belum menyentuh seluruh aspek penderita stunting, baru menyentuh urusan pencegahan stunting namun belum cara pengobatan bagi anak usia golden age yang menderita stunting.
2. Dalam penerapan kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Tegal pada periode Pemerintahan  Umi Azizah, terdapat berbagai hambatan signifikan yang mengganggu efektivitas pelaksanaan. Rendahnya kesadaran masyarakat dan stigma sosial menyebabkan keterbatasan dalam deteksi dan penanganan dini stunting, sementara kurangnya tenaga medis spesialis serta ketidakoptimalan koordinasi antar sektor memperburuk situasi. Keterbatasan anggaran, data yang tidak konsisten, serta rendahnya partisipasi dalam posyandu turut menyulitkan upaya penanggulangan stunting, sedangkan ketidakmerataan distribusi bantuan dan dampak pandemi COVID-19 menambah kompleksitas masalah. Upaya penanganan stunting memerlukan perbaikan dalam berbagai aspek tersebut agar dapat mencapai hasil yang lebih baik dan merata.
B.
Saran

Dari Kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Tegal perlu merevisi PP Kabupaten Tegal no 59 tahun 2018 tentang stunting dengan mendefinisikan jenis – jenis stunting dan pengobatan/ therapy bagi anak usia golden age yang menderita stunting.

2. Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mencontoh pemerintah Kota lain yang lebih baik dalam menangani stunting.
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LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA DINAS  KESEHATAN

Pewawancara: 

Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Dinas Kesehatan terhadap Stunting?

Narasumber:

Dinas kesehatan terutama mengusulkan anggaran, memonitoring  dan mengevaluasi kegiatan baik dari Dinkes dan Puskesmas terkait penanganan stunting, karena yang terjun langsung  ke masyarakat itu adalah Puskesmas.

Pewawancara: 

Langkah-langkah konkrit yang dilakukan DInkes dalam menangani Stunting?

Narasumber:

Langkah langkahnya ya terkait evaluasi, menetapkan kebijakan dan sering melaksanakan rapat dengan OPD lain seperti Bappeda, BPKAD karena yang mengACC anggaran dari Bappeda dan BPKAD untuk menganggarkan  anggaran untuk tahun setelahnya. Langkah berikutnya koordinasi lintas sektor. Dinas Kesehatan itu lebih ke monitoring dan evaluasi, karena pelaksanaannya langsung adalah Puskesmas.

Pewawancara:

Dinkes apa mengusulkan kebijakan terkait Stunting?

Narasumber:

Kebijakan terkait percepatan penanganan Stunting Pergub untuk Kabupaten Tegal Nomor 41 Tahun 2023, yang menyususn adalah dari TPPS (Tim Percepatan Penanganan Stunting). TPPS itu tidak hanya melibatkan DInas Kesehatan, tetapi dari OPD Lain seperti Bappeda, Dispermades, BP2BPKB, PUPR yang  menangani sanitas.

Pewawancara:

Apakah bekerjasama dengan organisasi masyarakat?

Narasumber:

Ada seperti PMT yang berhubungan dengan masyarakat seperti pencegahan stunting

Pewawancara:

Untuk penanganan Stunting bagaimana?

Narasumber:

Untuk penanganannya  bisa langsung menuju ke Dokter anak. Nanti dari dokter anak dikasihkan resep PKMK (resep pangan khusus) untuk penanganan stunting yang memiliki tatalaksananya sendiri. Bukan PMT, karena PMT adalah untuk penanganan Gizi Kurang.

Pewawancara:

Untuk penangann stunting penanganannya berbeda?

Narasumber:

Betul, ada tatalaksananya sendiri, bukan penanganan tetapi pencegahan seperti  program PMT,  meningkatkan konsumsi protein hewani, ada peran dari CSR seperti memberikan bantuan telur. Artinya ada kerjasama juga, CSR langsung menuju ke kecamatan setiap tahunnya.

Pewawancara:

Apa saja kegiatan oleh Dinkes untuk meningkatkan kesadaran masyarakat?

Narasumber:

Karena Dinkes bukan OPD yang langsung terjun ke masyarakat, jadi kegiatan seperti Monev dan koordinasi lintas sektor.  Karena di Kab. Tegal, kunjungan ke  Posyandu masih rendah, kami hanya melakukan  rapat koordinasi lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat untuk datang ke Posyandu. Jadi Posyandu bukan hanya terkait kesehatan, akan tetapi juga lintas sektor seperti Pamong, polsek, koramil untuk menggerakkan masyarakat ke Posyandu, karena untuk mengetahui balita itu stunting atau tidak harus datang ke posyandu dulu denga ditimbang dan diukur untuk mengetahui statusnya.

Pewawancara:

Sejauhmana efektifitas program-program Dinkes untuk menangani Stunting seperti penangan, pencegahan dan penurunan di Kabupaten Tegal?

Narasumber:

Terkait penaganan kita belum berjalan maksimal, karena harus dirujuk ke dokter anak. Kendala tidak semua orangtua anak menyanggupi seperti biaya perjalanan.

Terkait pencegahan stunting sudah baik, karena sesuai dengan survey   SSGI (Survey Status Gizi  Indonesia) pada tahun 2021 sebesar 28% tahun 2022 sebesar 22,3% Tahun 2023 21,5% penurunan stunting. Dinkes lebih efektif kepencegahan yaitu pada usia Golden age (usia dibawah 2 tahun). Sedangkan dari data rutin DInkes dari tahun 2021 – 2023  terjadi gab tahun 2021 sebesar 12,8%, berbeda dengan surevey SSGI karena pelaporan belum maksimal. Pelaporan maksimal dimulai tahun 2023. Tahun 2022 sebesar 17% thun 2023. Data dari tahun 2021 ke 2022 meningkat karena kualitas data kurang, karena data gizi belum terinput semua.  Pada Oktober 2023 sebesar 15%, Desember berkisaran 17%.

Pewawabcara:

Apa kendala dalam implementasi kebijakan dan bagaimana upaya mengatasinya? 

Narasumber:

Kendala yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat, karena tingkat kunjungannya selalu dibawah 90%. Adanya  anggapan jika dibilang anak stunting, masyarakat akan sakit hati. Ketika dikur dan ditimbang dan dinyatakan stunting, masyarakat tidak mau datang lagi. Padahal masih bisa diperbaiki dengan pola makan. Masyarkat sudah minder duluan. Atau  faktor balita yang rewel sehingga hasil ukur tidak akurat.

Pewawancara:

Bagaimana rencana program ke depan untuk penanganan dan pencegahn stunting?

Narasumber:

Untuk pencegahan kita masih berjalan dengan memberikan PMT karena sudah berjalan dari tahun 2022. Kita lebih ke penanganann, karena penanganan  pada usia ditas 2 tahun kurang efektif. Kendala yang dihadapi juga kekurangan dokter anak. Lebih ke usaha preventif yaitu pencegahan.

Rencana kegiatan masih menjalankna program sebelumnya seperti kegiatan rutin koordinasi lintas sektor dan pada akhir tahun ada pemaparan hasil dampak tahun sebelumnya dengan menguntang lintas sektor seperti polsek, camat dengan tujuan agar mengetahui angka stanting dan untuk menentukan langkah yang akan diambil. Karena stunting adalah masalah bersama bukan dari Dinas Kesehatan saja.

Berarti yang terpenting adalah kesadarn masyarakat dan pendidikan juga? Iya betul. Untuk penanganan ada intervensi spesifik oleh Dinkes sebesar 30% dan intervensi senisitif atau intervensi selain kesehatan 70%, jadi yang efektif adalah intervensi sensitive seperti bantuan

Wawancara Dengan Umi Azizah
Pewawancara:

Bagaimana penanganan stunting di Kabupaten Tegal?

Narasumber:

Seperti persoalan-persoalan lain seperti kemiskinan, penganguran, demikian halnya dengan rapat koordinasi dengan seluruh stackholer dan dibetuk tim untuk menanggulangi dan menangani stunting yang diketuai oleh wakil Bupati Tegal, kemudian kami SK kan. Bukan hanya dari unsur pemerintah kabupaten tegal tetapi dari unsur masyarakat termasik ormas perempuan, ormas pemuda dan seluruh stackholder serta seluruh LSM.

Pewawancara:

Penilaian pribadi terkait stunting bagaimana?

Narasumber:

Awal awal harus sosialisasi tentang stunting, apa itu penyebabnya, dampaknya, setelah proses waktu masyarakat mulai paham apa itu stunting. Orang tua yang memiliki anak stunting sudah merasakan, pengurusannya susah. Ada juga masyarakat yang tersinggung disebut anaknya stunting. Sosialisasinya menggunakan pendekatan lainnya. Masyarakat tersinggung dinilai tidak mampu, padahal stunting itu bukan karena bukan faktor tidak ammpu saja tetapi faktor pola asuh yang tidak tepat.

Pewawancara:

Selaku ketua muslimat,  bagaimana cara agar berjalannya penanganan stunting?

Narasumber:

Kalo di organisasi, begitu diundang mereka langsung bergerak, semua jalan karena kami memiliki bidang kesehatan, bidang sosial. Penanganan stunting ini juga menyenyuaikan dengan anggaran, kami juga bergilir untuk memberikan bantuan. 

Pewawancara:

Apakah ada bantuan dari pemerintah untuk muslimat?

Narasumber:

Kalo dari pemerintah tidak ada, hanya dari Baznas. Ada yang melalui sedekah sampah, setelah sampahnya menjadi uang, uangnya dibelikan untuk kebutuhan penanganan stunting seperti telor, ada juga yang iuran uang.

Kalo di organisasi perempuan, bukan hanya muslimat, terbiasa dengan sesuai kemampuan. Contoh kemaren ada bantuan dari Baznas untuk penangan 5 orang, kan tetapi dari Muslimat ikut serta menjadi untuk 25 orang penanganan.

Pewawancara:

Apa bentuk pendekatan dari Kabupaten ke organisasi Muslimat?

Narasumber:

Ya itu dengan melibatkan seperti mengikuti rapat-rapat, dimasukkan ke struktur pengurus  hingga sampai ke tingkat desa, semua stackholder bergerak.

Pewawancara:

Bagaimana pandangan ibu tentang stunting, jika ibu mencalonkan lagi sebagai Bupati Tegal?

Narasumber:

Ya persoalan tidak hanya stunting, lebih ke skala prioritas. Tapi stunting juga skala prioritas. Stunting juga karena dampak dari covid, ekonomi yang melambat. Stunding selain disebabkan kekurangan gizi, juga disebabkan dari pernikahan dini, sehingga tidak paham dengan cara mengasuh anak dan bahkan berujung perceraian. Sosialisasi dengancara mengumpulkan remaja, dengan memberikan info terkait pentingnya reproduksi, menganjurkan pernikahan sesuai dengan undang-undang perkawainan, info tentang ibu hamil, ibu menyusui, pola asuhnya.

Pewawancara:

Apa dilakukan ketika ibu menjadi Bupati lagi?

Narasumber:

Tidak, itu sudah dilakukan, sudah menjadi isu nasional seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, ketahanan pangan, perubahan iklim dan isu lingkungan menjadi problem nasional. Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten tegal bisa konsentrasi walau dalam kondisi Covid.

Ketika Covid, pembangunan insfrastruktur hampir tidak ada, tetapi untuk peningkatan SDM tetap jalan, fokus. Penanganan stunting juga dengan program Rames Saceting yaitu program penanganan stunting, dananya dari Iuran PNS.

Ok luar  biasa ya bu, penurunan stunting dari 28% pada tahun 2022, dari 35 Kabupaten Kota yang berhasil menurunkan stunting ada 17 kabupaten kota salah satunya Kabupaten Tegal. Dari tingkat kesejahteraan, Kabupaten masuk zona hijau dengan peringkat ke 8 dari 12 kabupaten Kota.

Pewawancara:

Apa harapan ibu tentang stunting pada kabupaten Tegal?

Narasumber:

Ini PR bersama, jadi kita harus tetap berkolaborasi terus untuk menuntaskan stunting, upaya memberikan kesadaran masyarakat tidak boleh berhenti, alokasi anggaran dari pemeritah, selagi stunting masih ada, maka harus ditingkatkan.

Terimakasih bu.

Sama-sama oh ya untuk data2 yang belum ada bisa dicari digoogle, disana banyak informasi terkait stunting di kabupaten tegal terkait detail kebijakan seperti dinas kesehatan dan data data ada digoogle semua.
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